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ABSTRAK 

 

Nama  : Angelina 

Program Studi : Magister Kenotariatan 

Judul :TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN 

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG 

DIBUAT OLEH NOTARIS YANG TELAH SESUAI DENGAN 

WILAYAH KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 

260/PDT.G/2002/PN.JKT.PST). 
 

Kebutuhan masyarakat bermula dari adanya tukar menukar tetapi seiring dengan 

berjalannya waktu maka lebih disebut dengan jual beli dan itu dilaksanakan 

dengan perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian maka dibutuhkan 

kesepakatan para pihak. Kesepakatan menurut hukum adalah kedua belah pihak 

dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan 

diri untuk dituangkan dalam akta notaris yang dibuat oleh notaris. Akta otentik 

dibuat oleh pejabat umum yaitu notaris yang bertujuan untuk mendapatkan 

kepastian hukum akan akta yang dibuat tersebut. Notaris yang membuat akta 

tersebut dalam kasus ini adalah notaris yang telah diangkat sumpah dan 

berwenang membuat akta otentik. Permasalahan yang dibahas oleh penulis 

mengenai akta yang dibuat oleh notaris yang telah sesuai dengan wilayah 

kewenangannya akan tetapi hakim membatalkan dengan pertimbangannya bahwa 

objeknya berada diluar wilayahnya. Maka yang menjadi permasalahan bagaimana 

keabsahan akan perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris yang telah 

sesuai dengan wilayah kewenangannya? dan  bagaimana kekuatan dan kedudukan 

surat kuasa luas yang telah dibuat oleh notaris?. Penelitian ini adalah penelitian 

yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Dari hasil 

penelitian maka diperoleh simpulan adalah akta yang dibuat oleh notaris telah 

memenuhi ketentuan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) 

antara calon pembeli dengan calon penjual dan keabsahan perjanjian yang dibuat 

tersebut sah merupakan akta otentik yang telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan mengenai kuasa kekuatan surat kuasa luas tersebut 

merupakan surat kuasa yang merupakan satu kesatuan dalam pembuatan 

perjanjian pengikatan jual beli dimana penjual memberikan kuasa istimewa 

kepada pembeli untuk melakukan kewajiban daripada pemberi kuasa tersebut dan 

kuasa luas tersebut juga merupakan akta otentik. 

 

 

 

Kata kunci : 

Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa 

 

 
 

 

Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012



 

 

ABSTRACT 

 

Nama  : Angelina 

Program Studi : Master of Notary 

Judul : JURIDICAL REVIEW TOWARDS CANCELLATION OF 

BINDING SALE AND PURCHASE AGREEMENT MADE BY 

NOTARY ACCORDING TO ITS REGION OF AUTHORITY. 

(CASE STUDY OF CENTRAL JAKARTA STATE COURT 

NUMBER 260/PDT.G/2002/PN.JKT.PST) 

 

Needs of the community initiated from trade-offs but over time it become sale and 

purchase which executed with agreement. Agreement from both parties is required 

to make a notarial deed. Deals according to law is both parties in an agreement 

must have the free will to bind themselves in notarial deed. Authentic notarial deed 

aim to obtaining legal certainty of intended deed. In this case, the notary is a person 

appointed oath and authorized to make an authentic deed. The case discussed by 

the author is regarding the deed made by a notary who is already in accordance to 

its jurisdiction but the judge has canceled with his discretion that the object was 

outside its territory. This thesis discusses about the validity of the deed of 

agreement of sales and purchase made by the notary in accordance to its 

jurisdiction? And how is the strength and position of the power of attorney that has 

been made by a notary? This research is a normative juridical research with 

explanatory and prescriptive typology. This study conclude that deed the notarial 

deed meets the requirements in issuing the deed of agreement of sales and purchase 

between potential buyers with potential sellers and validity of the agreement made 

is legitimately an authentic deed in accordance with legislative regulation and 

regarding the power of vast letter of authority which is a unity in the making of 

binding sale and purchase agreement whereas seller gives special powers to buyers 

to do his duty rather than granting power of attorney and vast power is also an 

authentic deed. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam perkembangannya hubungan sosial antar masyarakat untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya diperlukan suatu yang awalnya disebut tukar menukar 

tetapi seiring dengan berjalannya waktu maka lebih disebut dengan jual beli dan 

itu dilaksanakan dengan perjanjian. Dalam suatu hubungan hukum para pihak 

biasanya melakukan perjanjian. Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum 

bersegi dua, karena untuk terjadinya perbuatan hukum yang dimaksud 

diisyaratkan adanya kata sepakat antara para pihak. Perjanjian menimbulkan suatu 

perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Kesepakatan menurut 

hukum adalah kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai 

kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan 

dan pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam
1
.  

Perjanjian yang dibuat tersebut akan menimbulkan hak bagi satu pihak dan 

kewajiban bagi pihak lainnya dan hak serta kewajiban tersebut harus dipenuhi 

oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dari peristiwa tersebut maka timbul 

suatu perikatan diantara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, 

perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau 

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
2
 Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa dengan adanya perjanjian maka memunculkan adanya perikatan.  

Setiap individu ingin memiliki harta kekayaan dalam kehidupannya. 

Individu tersebut dapat memiliki harta benda baik yang bergerak maupun tidak 

bergerak. Barang bergerak merupakan benda-benda/barang yang dapat 

                                                             
1
 Guse Prayudi, Seluk Beluk Perjanjian, cet III, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2008), hal 6. 
2
 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 19, (Jakarta: PT.Intermasa, 2002), hal .1.  
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dipindahtangankan, sedangkan barang tidak bergerak adalah barang yang tidak 

dapat dipindahkan seperti tanah. Individu yang memiliki tanah harus dapat 

memanfaatkan tanahnya sebaik mungkin dengan tidak bertentangan dengan 

Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.  Orang yang memiliki tanah 

dapat memberikan tanah tersebut kepada pihak lain, menukar, menjual tanah 

tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Jual beli tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang paling sering 

dilakukan oleh masyarakat dan terkait langsung dengan pemindahan hak dari 

pihak yang satu kepada pihak lainnya sehingga dalam pemindahan tersebut 

biasanya terjadi banyak permasalahan hukum. 

Dalam hal tanah pembuktiannya dapat dilakukan dengan kepemilikan 

sertipikat yang sah menurut hukum yang berlaku. Berkaitan dengan adanya 

kepemilikan seseorang atas suatu tanah, biasanya dibuktikan dengan adanya 

kepemilikan sebuah sertipikat. Sertipikat adalah surat tanda bukti  hak, baik  untuk  

hak  atas  tanah, hak  pengelolaan, tanah  wakaf, hak milik atas satuan rumah 

susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku 

tanah yang bersangkutan. Sertipikat hak tanah adalah suatu surat tanda bukti 

bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah atau 

suatu bidang tanah tertentu. Surat tanda bukti hak itu, jika tanahnya sudah 

dibukukan. Buku tanah tersebut merupakan lembaran-lembaran daftar isian, 

dalam mana diisikan, dan dengan demikian merupakan surat-surat bukti, 

mengenai macam-macam hak atau tanah yang dibukukan, subyek yang 

mempunyainya, tanah mana yang dihaki (menunjuk pada surat ukurnya atau 

gambar situasinya), dan hak-hak lain yang membebani. Sertifikat hak atas tanah 

terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu sampul.
3
 

Dengan adanya Perikatan yang lahir dari perjanjian, harus terdapat 

kehendak kedua belah pihak untuk dapat membuat perjanjian. Pelaksanaan suatu 

perjanjian didasarkan pada adanya suatu itikad baik dari kedua belah pihak yang 

terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya 

disebut KUH-perdata) dalam pasal ini mengakui adanya kebebasan berkontrak 

                                                             
3
Soetomo, Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak atas Tanah, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1984), hlm. 90. 
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dengan pembayaran bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan dan harus didasarkan dengan itikad baik 

para pihak yang akan membuat perjanjian. Dalam pasal 1338 ayat (1) menganut 

sistem terbuka dimana mengandung kebebasan membuat perjanjian, dan pasal 

1338 ayat (1) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
4
 

Rumusan tersebut memberikan pengertian kepada semua pihak yang akan 

melakukan perjanjian bahwa segala sesuatu yang telah disepakati dan disetujui 

oleh para pihak maka pelaksanaan prestasi dalam setiap perjanjian harus 

dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian 

dibuat. Namun demikian, tidak mudah untuk menjelaskan dan menguraikan 

kembali kehendak para pihak, terlebih lagi jika pihak yang terkait dengan 

perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi, maksud dari sudah tidak ada lagi adalah 

suatu badan hukum yang para pengurusnya pada saat perjanjian dibuat tidak lagi 

menjabat ataupun dalam hal terjadi pengingkaran terhadap perjanjian tersebut oleh 

salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, ada hal lain yang mendasari 

keberadaan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan rumusan 

itikad baik, adalah suatu perjanjian yang dibuat seharusnya sejak perjanjian 

tersebut ditandatangani, perjanjian yang dibuat sama sekali tidak dimaksudkan 

untuk merugikan kepentingan debitor maupun kreditor, maupun pihak lain yang 

diluar perjanjian yang dibuatnya. 

Dalam keadaan demikian, maka selain dapat dibuktikan dengan bukti 

tertulis atau adanya keberadaan saksi yang turut menyaksikan keadaan saat 

ditandatanganinya perjanjian, maka pelaksanaan atau pemenuhan prestasi dalam 

perikatan sulit sekali untuk dapat dipaksakan. 

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat berupa perjanjian 

yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Perjanjian yang dibuat 

dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan 

perjanjian yang dibuat dengan akta otentik merupakan suatu perjanjian yang 

                                                             
4
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. 

Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.XXXVI, (Jakarta: Pradnya Paramita,2006), pasal. 1338 
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dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dan karena merupakan akta 

otentik maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.  

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada masyarakat 

bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Pejabat yang berwenang yang 

dimaksud adalah notaris. Dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia 

(Staatblad 1860 nomor 3) menyebutkan bahwa:  

“Notaris dalah pejabat umum, khusus satu-satunya yang berwenang untuk 

akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian 

dan keputusan-keputusan, yang diharuskan oleh perundang-undangan 

umum yntuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu 

dinyatakan dalam surat otentik menjamin tanggalnya, menyimpan akta-

akta dan mengeluarkan grosse (salinan-salinan), turunan-turunan dan 

kutipan-kutipan, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu 

karena perundang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau 

dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.”
5
 

Dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Staatblad 1860 

nomor 3)  tersebut memuat beberapa hal yang tersirat yaitu ketentuan mengenai 

notaris adalah pejabat umum, dikatakan pejabat umum karena notaris sangat erat 

hubungannya dengan wewenang dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-

akta otentik. Akta otentik dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk 

itu ditempat dimana akta dibuatnya.
6
  Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata memuat beberapa unsur yaitu pembuatan akta otentik harus sesuai 

dengan perundang-undangan dan menurut hukum yang berlaku, dibuat oleh atau 

dihadapan pejabat umum, dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang 

berwenang untuk membuatnya dimana akta tersebut dibuat, jadi akta tersebut 

harus dibuat ditempat kewenangan pejabat yang membuatnya. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pejabat umum yang berwenang yang dapat membuat akta 

otentik. Di Indonesia dikenal juga seorang advokat atau pengacara yang ahli 

dalam bidang hukum, tetapi pengacara tidak dapat membuat akta otentik karena 

pengacara kedudukannya tidak sebagai seorang pejabat umum, sedangkan seorang 

                                                             
5 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: 

CV. Rajawali, 1982), hal 41. 
6
 Ibid., pasal 1868. 
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pegawai catatan sipil, meskipun pegawai tersebut bukanlah ahli hukum tetapi 

dapat membuat akta-akta otentik seperti membuat akta kelahiran, akta 

perkawinan, akta kematian, karena pegawai tersebut oleh undang-undang telah 

ditetapkan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta 

tersebut. 

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna, apalagi jikalau akta itu dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang dengan hadirnya kedua belah pihak dalam membuat 

perjanjian tersebut. Apabila dengan adanya akta otentik tersebut menimbukan 

akibat hukum seperti sengketa, maka apa yang tertera dalam akta otentik tersebut 

menjadi bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan dengan alat 

pembuktian lainnya. Akta dibawah tangan yang dibuat oleh kedua belah pihak 

apabila tidak disangkal maka dapat menjadi bukti atau dikuatkan dengan alat bukti 

lain dan menjadi permulaan bukti yang tertulis, tetapi apabila akta dibawah tangan 

disangkal oleh salah satu pihak maka akta tersebut dapat menimbukan suatu 

permasalahan hukum.  

Dengan perjanjian jual beli yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh 

notaris, maka penulis akan membahas mengenai perjanjian jual beli yang yang 

menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perjanjian 

yang adanya pengikatan diri antara pihak yang satu dengan pihak yang lain atas 

suatu kebendaan yang akan diserahkan dan dibayarkan sesuai dengan harga yang 

telah diperjanjikan. Oleh karena itu, pengertian perjanjian jual beli tanah adalah 

suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah tersebut selaku penjual dan 

berjanji untuk mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas tanah yang 

bersangkutan kepada pihak lain selaku pembeli yang berjanji untuk mengikatkan 

diri kepada penjual untuk membayar harga yang telah disetujui tersebut. 

Dengan dilakukannya jual beli tersebut belum terjadi perubahan apapun 

pada hak atas tanah yang bersangkutan, biarpun misalnya pembeli sudah 

membayar penuh harganya dan tanahnya pun secara fisik sudah diserahkan 
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kepadanya.
7
 Hak atas tanah yang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika 

penjual sudah menyerahkannya secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhi 

kewajiban hukumnya. 

Pada prakteknya, dalam jual beli tanah yang biasanya disertai dengan 

adanya pemberian kuasa untuk mempermudah pengurusan pendaftaran jual beli 

tanah tersebut, yang pada akhirnya banyak sekali terjadi penyimpangan-

penyimpangan atas pemberian kuasa mutlak yang sekarang ini telah dilarang 

penggunaannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

1982 tentang  penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. 

Dalam tesis ini akan membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 260/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST mengenai pembatalan akta yang dilakukan 

oleh notaris yang telah sesuai dengan wilayah kewenangan notaris yang membuat 

akta  perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa luas serta gugatan atas 

penguasaaan hak atas tanah yang dilakukan oleh Drs. Krisna Satya kepada 

Nyonya Warsiti Binti Erman sebagai pewaris dari almarhum Erman bin Tarjan. 

Nyonya Warsiti Binti Erman disebut sebagai penggugat dan Drs. Krisna Satya 

disebut sebagai tergugat. 

Kasus ini diawali dengan almarhum Erman bin Tarjan meminjam 

sejumlah uang kepada Drs. Krisna Satya (tergugat) sebesar Rp.1.000.0000 (satu 

juta rupiah) dan sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut adalah sertipikat hak 

milik nomor 106/Desa Cibuaya yang sertipikatnya atas nama Erman bin 

Tarjan(almarhum) selaku pemilik tanah yang sah seluas 54.300 m
2 
(lima puluh 

empat ribu tiga ratus meter persegi). Setelah Erman bin Tarjan(almarhum) 

menyerahkan sertipikatnya kepada 
 
Drs. Krisna Satya setelah itu Drs. Krisna Satya 

meminta kepada Erman bin Tarjan (almarhum) untuk menandatangani perikatan 

jual beli dan surat kuasa luas yang dikatakan hanya sebagai formalitas jaminan 

hutang Erman bin Tarjan(almarhum) yang sebesar Rp. 1.000.000,-  

                                                             
7
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1. Cet. Ke-9 (Jakarta: 

Djambaran, 2003),  hal. 27. 
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Untuk beberapa kali Erman bin Tarjan (almarhum) selama hidupnya telah 

menemui Drs. Krisna Satya untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi 

hutangnya kepada Drs. Krisna Satya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 

untuk menebus kembali sertipikat tanah miliknya namun Drs. Krisna Satya selalu 

menghindar dan mencari alasan supaya tidak bertemu dengan Erman bin Tarjan 

(almarhum), sampai dengan Erman bin Tarjan (almarhum) meninggal dunia. 

Setelah Erman bin Tarjan (almarhum) meninggal maka Nyonya Warsiti Binti 

Erman selaku penggugat mendatangi Drs. Krisna Satya untuk menebus sertipikat 

tersebut. Namun menurut Drs.Krisna Satya, bahwa tanah tersebut telah dijual 

kepadanya dan saat itu Drs. Krisna Satya tidak dapat menunjukkan Akta Jual Beli 

atas tanah tersebut.  Karena hal tersebut dimana Drs. Krisna Satya tidak dapat 

menunjukkan akta jual beli atas tanah, tetapi Drs. Krisna Satya dapat 

menunjukkan bahwa Drs. Krisna Satya telah membuat perjanjian pengikatan jual 

beli tertanggal 14 juli 1975 Nomor 22  dan surat kuasa luas tanggal 14 juli 1975 

Nomor 23 yang dibuat dihadapan Notaris Soetomo Ramelan, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta. 

Dalam persidangan Drs. Krisna Satya mengemukakan bahwa telah terjadi 

pengikatan jual beli yang dilakukan dihadapan notaris dan berdasarkan akta 

tersebut dan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Erman bin Tarjan 

(almarhum) dan  Drs. Krisna Satya, maka dengan adanya surat kuasa tersebut 

maka Drs. Krisna Satya menyatakan bahwa tanah tersebut telah dikuasai olehnya. 

Dan tanah tersebut disewakan oleh Drs. Krisna Satya kepada pihak ketiga yaitu 

sdr Kim Chai dan pada proses yang terjadi pihak ketiga mengalami kerugian. 

Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan  Notaris Soetomo Ramelan, 

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang membuat perjanjian pengikatan jual beli 

yang letak/ objek tanahnya berada di Karawang. Dalam hal ini menurut penggugat 

bahwa notaris Soetomo Ramelan, SH selaku notaris yang membuatkan akta 

perjanjian pengikatan jual beli tersebut dimana akta tersebut tidak di tandatangani 

oleh pihak penggugat dan hanya ditandatangani oleh pihak tergugat. Dan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan 

Notaris pasal 16 ayat 1 huruf l yang menyatakan bahwa akta harus dibacakan 

dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi dan 
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ditandatangani oleh penghadap, saksi dan notaris. Perjanjian pengikatan jual beli 

dan surat kuasa luas yang telah dibuat oleh notaris di Jakarta. 

Selama berjalannya waktu, Drs. Krisna Satya menyewakan kepada pihak 

ketiga dan kerugian yang terjadi pada pihak ketiga ini karena tanah yang 

disewanya dari Drs. Krisna Satya telah diserobot oleh Nyonya Warsiti Binti 

Erman. Selama kurun waktu 6 (enam) bulan tanah yang disewa oleh sdr kim chai 

ini tidak dapat menghasilkan keuntungan baginya, padahal pihak ketiga ini telah 

melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Drs. Krisna Satya secara sah. Ruang 

lingkup pembahasan yang akan penulis bahas mengenai pembatalan perjanjian 

pengikatan jual beli yang dibatalkan oleh hakim dimana menurut hakim bahwa 

perjanjian pengikatan jual beli serta surat kuasa luas itu tidak sah karena alasan 

notaris yang membuatnya tersebut tidak berwenang karena letak objek hak atas 

tanah tersebut tidak sesuai dengan kedudukan notaris yang membuat akta tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG 

DIBUAT OLEH NOTARIS YANG TELAH SESUAI DENGAN WILAYAH 

KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

JAKARTA PUSAT NOMOR 260/PDT.G/2002/PN.JKT.PST)”. 

B.  Pokok Permasalahan 

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka dalam tesis ini penulis akan 

membahas permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh 

notaris yang telah sesuai dengan wilayah kewenangannya? 

2. Bagaimana kekuatan dan kedudukan surat kuasa luas yang telah dibuat 

oleh notaris dalam kasus ini? 

 

C. Metode Penelitian 

Bentuk Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Normatif, yaitu: suatu cara untuk menemukan data melalui bahan-bahan pustaka. 

Dimulai dari analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari buku-
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buku maupun peraturan perundang-undangan yang perkaitan dengan perjanjian 

pengikatan jual beli.  

Tipologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Eksplanatoris dan Penelitian Preskriptif. Penelitian eksplanatoris yaitu: penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. 

Dan Penelitian preskriptif yaitu: penelitian yang tujuannya memberikan saran atau 

jalan keluar dari suatu permasalahan.
8
   

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 

merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan harus ditaati, yang 

digunakan sebagai landasan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

260/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST, dan  Sumber sekunder adalah bahan hukum yang 

menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis 

untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan 

tesis ini.  

Alat pengumpul data yang dipakai adalah dengan studi dokumen atau studi 

pustaka, yang artinya mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan 

pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
9
 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

yaitu dengan cara memaknai setiap data yang diperoleh oleh penulis sendiri dan 

didasarkan pada studi kasus yang berguna untuk menambah simpulan dari analisis 

serta mendukung hasil penelitian ini. Jadi, Hasil Penelitian berupa Simpulan yang 

ditambahkan dengan studi kasus Putusan Nomor 260/PDT.G/2002/PN JKT PST 

untuk memperkuat hasil temuan Penelitian. 

 

 

 

                                                             

 
8
Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4. 
9
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 14. 
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D. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Penelitian ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

- Bab I (satu) merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 sub bab. Sub 

bab pertama membahas latar belakang, sub bab kedua membahas pokok 

permasalahan, sub bab ketiga membahas metode penelitian, dan sub bab 

keempat membahas sistematika penulisan. 

- Bab II (kedua) berisi perjanjian dan notaris dengan melihat pada 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas yang 

terkandung didalamnya serta keterkaitannya dengan beberapa bidang 

hukum lainnya yang patut dipertimbangkan. 

- Bab III (ketiga) merupakan penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, 

yaitu sub bab pertama berisi simpulan yang diperoleh dari hasil 

pembahasan dan merupakan jawaban atas pokok permasalahan  dalam 

penelitian penulisan tesis ini dan sub bab kedua berisi saran dari penulis. 
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BAB II 

PERJANJIAN DAN NOTARIS 

 

A. PERJANJIAN PADA UMUMNYA 

  Istilah perjanjian sudah banyak digunakan oleh masyarakat, eksistensi 

perjanjian sebagai suatu perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yaitu dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang   

menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, 

baik karena Undang-Undang."
10
 Pengaturan mengenai perjanjian terdapat di 

dalam Pasal 1313 – Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai 

pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  

 Ada beberapa literatur/buku-buku yang membahas mengenai perjanjian 

maka dapat ditemukan defenisi perjanjian yang diantaranya adalah:  

Menurut Prof. Subekti, Sarjana Hukum, menyatakan bahwa "perjanjian adalah 

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang 

lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."
11
  

Menurut Prof Wirjono Prodjodikoro, Sarjana Hukum, menyatakan bahwa 

"perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua 

pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan 

janji itu."
12
 

                                                             
10
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. 

Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.XXXVI, (Jakarta: Pradnya Paramita,2006), pasal. 1233 
11 Subekti , Hukum Perjanjian, Cet. 19,  (Jakarta: Intermasa, 2002), hal 1  
12
 Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur Bandung, 

1973) hal.19 
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Perjanjian antara dua orang atau lebih tersebut mengakibatkan terjadinya 

perikatan diantara mereka, berdasarkan perikatan tersebut berarti masing-

masing pihak saling terikat untuk memenuhi kewajibannya masing- masing 

dan saling berhak atas hak nya masing-masing, dalam bentuknya perjanjian itu 

berupa suatu rangkaian yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan secara lisan maupun tertulis oleh para pihak. 

Berdasarkan pengertian perjanjian diatas maka dapat ditarik unsur dari 

perjanjian, yaitu: 

1. Adanya para pihak, minimal dua orang; 

2. Adanya persetujuan antara para pihak; 

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai; 

4. Adanya prestasi yang akan dilakukan; 

5. Adanya bentuk tertentu. 

Unsur pertama dari perjanjian adalah adanya para pihak, minimal dua 

orang, dalam suatu perjanjian pihak-pihak yang terikat disebut dengan subyek 

perjanjian. 

Unsur kedua dari perjanjian adalah persetujuan antara para pihak, dimana 

persetujuan ini bersifat tetap dengan maksud tidak dalam keadaan berunding 

karena perundingan merupakan tindakan pendahuluan untuk menuju suatu 

persetujuan. 

Unsur ketiga dari perjanjian adalah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan 

tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

Unsur keempat dari perjanjian adalah adanya prestasi yang akan 

dilakukan, dengan adanya prestasi yang akan dilakukan oleh para pihak untuk 

dapat melaksanakan suatu perjanjian. Dalam pasal 1234 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap - tiap perikatan adalah untuk 

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu.”
13
 

                                                             
13

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. 

Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.XXXVI, (Jakarta: Pradnya Paramita,2006), pasal. 1234 
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Dengan demikian bahwa pelaksanaan prestasi dapat berupa memberikan 

sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan masing- 

masing. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi yang 

diperjanjikan maka terjadilah wanprestasi atau ingkar janji. 

Unsur kelima adalah adanya bentuk tertentu, pada dasarnya bentuk dari 

perjanjian ada 2 (dua) macam yaitu bentuk lisan dan bentuk tertulis, akan 

tetapi dalam perkembangannya perjanjian lebih sering dibuat secara tertulis 

supaya dapat menjadi bukti yang sempurna apabila terjadi permasalahan 

hukum nantinya. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, Sarjana Hukum menyatakan bahwa 

“perjanjian adalah persetujuan dengan nama dua orang atau lebih saling 

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan.”
14
 

Prof subekti berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dari peristiwa itulah timbul 

suatu perikatan yang artinya perjanjian itu menerbitkan perikatan dan 

perikatan yang terbit tersebut adalah antara dua orang atau lebih yang 

membuatnya dan dalam bentuk yang mengandung janji-janji atau 

kesanggupan yang dapat berupa pengucapan maupun tertulis. Maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. perikatan 

melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. 

Dengan demikian berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban 

dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat 

perjanjian.
15
 

 

 

 

                                                             
14
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 

hal. 78. 
15
 Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, 

(Jakarta , PT Raja Grafindo Persada,2004) hal .2. 
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1. ASAS – ASAS DALAM PERJANJIAN 

Hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menganut sistem yang terbuka, artinya memberikan kebebasan yang 

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang 

berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
16   

Dalam membuat perjanjian sistem terbuka mengandung asas kebebasan.  

Di dalam hukum perikatan dikenal tiga asas penting, yaitu: 

1. Asas Konsensualisme  

Dengan adanya Asas ini termasuk dalam Pasal 1320 ayat 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang  menyatakan bahwa “Lahirnya 

perjanjian adalah pada saat tercapainya kesepakatan dan saat itulah 

adanya hak dan kewajiban para pihak.” Maka dapat disimpulkan pasal 

ini menjelaskan mengenai syarat-syarat yang diperlukan agar 

perjanjian menjadi sah, akan tetapi ada beberapa   perjanjian yang 

selain terdapat kata sepakat, oleh Undang-Undang ditetapkan 

persyaratan dan formalitas tertentu misalnya dalam hak tanggungan 

harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta Notaris.  

 

2. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat 

disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang berisi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” 

 

3. Asas Kebebasan Berkontrak 

Berupa asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 

membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian 

dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, 

persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian yang tertulis atau 

tidak tertulis. 

 

                                                             
16 
Ibid., hal. 13. 
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Dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas yang 

biasanya dikenal dalam Pasal tersebut adalah asas kebebasan berkontrak. 

Asas kebebasan berkontrak berpangkal pada adanya kedudukan yang sama 

kuat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian untuk membatasi dan 

mengawasi asas kebebasan berkontrak ini tetaplah diadakan syarat tidak 

boleh berisikan suatu yang bertentangan dengan kesusilaan  dan kepantasan, 

serta semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Dalam perjanjian juga berlaku asas konsensualisme. Arti asas 

konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian  yang timbul karenanya itu 

sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain,  

perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok 

dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.
17
 

Dalam perjanjian, asas konsesualitas merupakan asas yang mempunyai 

peranan penting, karena merupakan syarat mutlak bagi hukum yang modern 

demi terciptanya kepastian hukum. Peranan penting dari lahirnya suatu 

perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat mengenai hal pokok dari 

yang diperjanjikan tersebut, maka perjanjian telah dilahirkan pada saat 

terjadinya sepakat atau consensus.  

Asas perjanjian dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1340 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “persetujuan-

persetujuan hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.” Dengan adanya 

asas ini maka kepentingan orang lain atau pihak lain yang tidak tahu akan 

adanya perjanjian tersebut dapat dilindungi, oleh karenanya ini tidak dapat 

mengikat orang lain yang tidak ikut membuat perjanjian itu. 

 

2. SYARAT SAH PERJANJIAN 

 Pengaturan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian dimana 

terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
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menyatakan  syarat supaya suatu perjanjian sah diperlukan 4 (empat) 

syarat yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Sepakat dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus ada 

sepakat mengenai hal yang diperjanjikan, dengan demikian 

disyaratkan adanya persesuaian mengenal isi perjanjian antara kedua 

belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. 

Pengertian “sepakat” atau persetujuan dimaksud bahwa kedua subyek 

yang mengadakan itu harus sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari 

perjanjiannya apa yang dikehendakinya oleh pihak yang satu, maka 

pihak yang lain menghendaki hal yang sama secara timbal balik. 

Dalam hal kata sepakat itu tidak boleh ada yang cacat, sebab kalau 

perjanjian atau kesepakatan itu cacat, dapat pula diminta 

pembatalannya di pengadilan dan apa yang dikatakan cacat itu adalah 

seperti apa yang ditentukan oleh Pasal mengenai penipuan dimana, 

apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-

keterangan yang palsu dan tidak benar disertai dengan akal-akalan 

yang cerdik (tipu muslihat) untuk membujuk pihak lawannya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

Setiap orang yang sudah dewasa atau baliqh dan sehat akalnya adalah 

cakap menurut hukum. 

Orang tidak cakap membuat perjanjian disebut dalam Pasal 1330 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : 

a. Orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang berada dibawah pengampuan; 

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-

Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah 

melarang membuat perjanjian tersebut. 

Mengenai perempuan yang tidak cakap, hal ini tetap dianggap tidak 

berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia bahwa 
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perempuan adalah cakap sepanjang memenuhi syarat telah dewasa 

dan tidak di bawah pengampuan. 

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan 

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 

keikhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Arti 

kekhilafan atau kekeliruan ini Undang-Undang tidak memberikan 

penjelasan lebih lanjut, hanya ilmu pengetahuan (doktrin) dan 

Yurisprudensi memberikan pengertian kekhilafan itu. Doktrin 

memberikan pengertian bahwa kekhilafan itu sebagai khilaf atau 

kekeliruan terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting terhadap benda 

atau orang yang menjadi objek. Pentingnya sifat pokok dari benda itu, 

apabila terjadi kekhilafan dan memenuhi sifat pokok perjanjian itu 

bisa dituntut pembatalannya. 

Paksaan dapat juga diklasifikasi  menjadi semata-mata paksaan psikis 

dan bukan paksaan fisik, sebab dalam paksaan fisik tidak mungkin 

seseorang yang dipaksa mempunyai kemauan, jadi tidak mungkin ada 

kesepakatan antara yang membuat perjanjian itu. 

 

3.  Suatu hal tertentu; 

Dalam pengertian ini artinya prestasi  ini harus diperinci sehingga 

dapat diketahui dengan jelas dari perjanjian tersebut, jadi hak dan 

kewajiban kedua belah pihak ini harus jelas sehingga apabila terjadi 

perselisihan, bisa ditentukan perincian serta maksud objek yang 

diperjanjikan. 

Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus 

ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada 

ditangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, hal tersebut tidak 

diharuskan oleh Undang-Undang. 

 

4.  Suatu sebab yang halal 

Sebab dalam hal ini bukan ditafsirkan sebagai sesuatu yang 

menimbulkan akibat yang dimaksudkan dengan yang halal, namun 
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isi dari perjanjian tersebut haruslah tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Jadi perjanjian yang mereka lakukan adalah batal demi hukum atau 

dianggap perjanjian itu tidak pernah terjadi, sedangkan tekanan 

psikis harus ada cemas akan menderita kerugian mengenai dirinya, 

apakah kehilangan jiwanya, sama seperti kebebasannya. 

 Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena 

mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang 

dilakukannya itu.
18
 

Dalam suatu perjanjian jika syarat subjektif ini tidak dipenuhi 

maka salah satu pihak harus meminta perjanjian tersebut dibatalkan 

kepada hakim. Jadi selama salah satu pihak tidak meminta pembatasan 

atau dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap sah dan 

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat perjanjian 

tersebut.
19
 

Sedangkan untuk syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat 

obyektif. Jika kedua syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi 

hukum artinya bahwa sejak awal tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian 

dan dengan sendirinya tidak terjadi perikatan antara mereka. Jadi tujuan 

utama untuk mengadakan perjanjian yang menimbulkan perikatan antara 

mereka berjanji adalah gagal sama sekali.
20
 

 

3. JENIS-JENIS PERJANJIAN 

Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu: 

1. Perjanjian timbal balik  

Perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah 

pihak yang membuat perjanjian tersebut. Contoh: perjanjian sewa 

menyewa, perjanjian jual beli. 
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2. Perjanjian sepihak 

Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan 

pihak lain menerima haknya. Contoh perjanjian hibah, perjanjian 

pinjam-ganti. 

3. Perjanjian Cuma-Cuma 

Adalah perjanjian yang dimana pihak yang satu memberikan suatu 

keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi 

dirinya. Contoh: perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai. 

4. Perjanjian atas beban 

Adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu 

terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada 

hubungan hukum. Contoh: perjanjian jual beli, perjanjian sewa 

menyewa. 

5. Perjanjian konsensuil 

Adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak. 

6. Perjanjian riil 

Adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakaran antara 

kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. 

Contoh : perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai. 

7. Perjanjian bernama (perjanjian nominaat) 

Adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara 

khusus oleh undang-undang. Contoh: perjanjian jual beli, perjanjian 

tukar menukar, perjanjian sewa menyewa. 

8. Perjanjian tidak bernama (perjanjian innominaat) 

Adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan tidak 

diatur dalam undang-undang. 

9. Perjanjian liberatoir 

Adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatan dari suatu 

kewajiban hukum tertentu. 

10. Perjanjian kebendaan 
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Adalah perjanjian untuk menyerahkan/ mengalihkan/ menimbulkan / 

menghapuskan hak-hak kebendaan.  

11. Perjanjian obligatoir 

Adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah 

pihak. 

12. Perjanjian accesoir 

Adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok.  

 

4. BATALNYA SUATU PERJANJIAN 

Dalam ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, 

dinyatakan bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi maka 

perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal demikian secara 

yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian antara para pihak dan tidak 

ada suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat 

perjanjian itu. Apabila pada waktu pembuatan perjanjian ada kekurangan 

mengenai syarat subyektif maka perjanjian itu dapat dimintakan 

pembatalan.
21 

Pembatalan dalam pembuatan perjanjian dapat dimintakan oleh salah 

satu pihak yang dirugikan. Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat 

dimintakan pembatalannnya apabila: 

1. Perjanjian dibuat oleh para pihak yang tidak cakap hukum, 

misalnya: belum dewasa, dibawah pengampuan (pasal 1330 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata) 

2. Perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum, Undang-

Undang dan kesusilaan 

3. Perjanjian itu dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan 

(1321 Kitab Undang-undang hukum perdata) 

- Kehilafan merupakan gambaran yang keliru mengenai subjek 

atau obyek dengan pihak mana yang perjanjian itu 

dilaksanakan. Perjanjian yang dibuat berdasarkan kekhilafan 

hanya mungkin terjadi apabila kekhilafan terjadi mengenai 
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hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian dan apabila 

kekhilafan terjadi mengenai diri pihak lawannya dalam 

perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya orang 

tersebut. 

- Paksaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena 

takut dengan adanya ancaman sehingga orang tersebut 

menyetujui perjanjian tersebut.  

- Penipuan merupakan suatu rangkaian dimana pihak yang satu 

dengan tipu muslihat dapat menjerumuskan pihak yang lain 

untuk menyepakati suatu perjanjian. 

Menurut ketentuan pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan 

suatu perjanjian, apabila dengan salah satu pihak sengaja 

melakukan tipu muslihat, dengan memberikan  keterangan 

palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya 

memberikan persetujuan, penipuan tidak dapat dipersangkakan 

tetapi harus dibuktikan. 

Menurut Prof. Subekti, perjanjian dapat dimintakan pembatalannya 

kepada hakim yaitu dengan 2 (dua) cara: 

1. Dengan cara aktif  yaitu menuntut pembatalan perjanjian di depan 

hakim 

2. Dengan cara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat didepan 

hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan 

mengenai perjanjian itu. 

Dengan demikian, yang membatalkan perjanjian itu adalah melalui 

putusan hakim. Menurut pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, permintaan pembatalan perjanjian ini dibatasi sampai batas waktu 

tertentu yaitu 5 tahun.
22
 Menurut pasal 1341 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, seorang kreditur diberikan hak untuk mengajukan 
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pembatalan terhadap segala perbuatan debitur yang merugikan kreditur, 

hak ini disebut dengan actio paulina. Untuk mengajukan pembatalan 

perbuatan debitur yang merugikan tersebut maka kreditur wajib 

membuktikan bahwa dengan perbuatan yang dilakukan si debitur atau 

orang dengan atau untuk siapa debitur itu berbuat, mengetahui bahwa 

perbuatan itu membawa akibat yang merugukan para kreditur. Persyaratam 

dalam mengajukan pembatalan adalah sebagai berikut: 

1. Yang meminta pembatalan adalah kreditur dari salah satu pihak; 

2. Perjanjian itu merugikan baginya; 

3. Perbuatan atau perjanjian itu tidak diwajibkan; 

4. Debitur dan pihak lawan, kedua-duanya mengetahui bahwa 

perbuatan itu merugikan kreditur. 

 

B. PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI 

1. PENGERTIAN PPJB  

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat 

sehubungan dengan adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa –

peristiwa tertentu tesebut, antara lain: 

1. Jual beli karena belum lunas, karena syarat lunas merupakan syarat 

pokok untuk dapat dibuatnya akta jual beli sebagai instrumen 

untuk dapat melakukan pendaftaran tanah guna beralihnya suatu 

hak atas tanah, sehingga diperlukan suatu instrumen hukum yang 

lain dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak ; 

2. Karena objek dilaksanakannya perjanjian pengikatan jual beli 

adalah karena sertipikat hak atas tanah belum ada atau calon 

penjual belum menguasai tanah tersebut karena status tanah 

tersebut sebagai tanah garapan sehingga diperlukan perjanjian 

pengikatan jual beli guna pengurusan sertipikat hak atas tanah yang 

dapat menjadi bukti yang sempurna atas hak tanah tersebut ; 

3. Sertipikat hak atas tanah tersebut sedang dalam proses balik nama 

atas nama calon penjual pada kantor pertanahan. 
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Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perkembangan dari 

perjanjian karena dalam Undang-Undang tidak diaturnya pembahasan 

mengenai perjanjian pengikatan jual beli melainkan Undang-Undang 

hanya mengatur mengenai jual beli yang mengakibatkan adanya 

peralihan hak atas tanah yaitu dengan dibuatkannya akta jual beli 

dihadapan seorang pejabat pembuat akta tanah, yaitu pasal 37 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria yang diantaranya menyebutkan bahwa hak atas tanah melalui 

jual beli hanya dapat didaftarkan dengan melampirkan bukti akta jual 

beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 

berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan 

dalam hal pembuatan Perjanjian pengikatan jual beli merupakan 

kesepakatan di antara para pihak yang sepakat berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak selama perjanjian yang dibuat tersebut tidak 

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Perjanjian pengikatan jual beli adalah suatu akta yang dibuat 

dihadapan dan disahkan oleh seorang notaris sebagai pejabat yang 

berwenang dalam membuat akta yaitu akta pengikatan jual beli yang 

dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan akta pengikatan jual 

beli yang telah dibuat oleh notaris tersebut belum mengakibatkan 

perpindahan atau peralihan hak atas benda yang diperjualbelikan 

tersebut dari calon penjual kepada calon pembeli melainkan hanya 

merupakan suatu perjanjian yang mengikat calon penjual dan calon 

pembeli dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, dimana 

kewajiban calon pembeli adalah melunasi harga atas benda tersebut 

dan kewajiban calon penjual adalah menyerahkan benda tersebut 

apabila pelunasan sudah terjadi.  
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2. DASAR HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL  BELI 

Dalam setiap transaksi jual beli yang menjadi faktor utama yang 

harus disediakan adalah dana yang tidak sedikit, dalam pembelian 

suatu tanah maka diperlukan pengecekan apakah tanah tersebut sudah 

bersertipikat atau belum. Dalam melakukan transaksi jual beli untuk 

melakukan suatu proses balik nama atas tanah yang sudah dibeli 

tersebut tidak semudah sesuai dengan yang diinginkan. Ada beberapa 

kendala yang menghalangi sehubungan dengan kepemilikan hak atas 

tanah tersebut, diantaranya adalah belum adanya sertipikat atas tanah 

tersebut, sertipikat masih dalam masa penjaminan pada suatu lembaga 

keuangan, sertipikat masih berada di kantor pertanahan untuk proses 

pengurusan. Kendala-kendala tersebut menjadi syarat pokok untuk 

dapat dibuatkannya akta jual beli oleh seorang pejabat pembuat akta 

tanah. 

Dengan demikian untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai 

jual beli tetapi masih ada beberapa kendala yang ada, maka dibuat 

perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) untuk para pihak (calon penjual 

dan calon pembeli). Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat 

merupakan perjanjian yang dibuat dihadapan seorang notaris dan 

dapat berupa perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh notaris 

ataupun notaris yang membacakan kembali dan menerangkan isi 

perjanjian tersebut dihadapan para pihak kemudian notaris yang 

mengesahkan isi perjanjian tersebut. 

Perjanjian pengikatan jual beli memiliki beberapa syarat yang 

menjadikannya sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris, Suatu 

akta otentik dikemukakan oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 unsur 

esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:
23
 

a. Didalam bentuk yang telah ditentukan menurut Undang-

undang; 

b. Akta otentik dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum; 
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c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang 

berwenang dan ditempat dimana akta itu dibuat. 

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh 

Undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris.
24
 

Dalam pembuatan akta otentik harus memperhatikan kerangka akta 

sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris dan kerangka akta notaris harus terdiri dari:
25
  

1. Kepala atau awal akta, yang memuat: 

a. Judul akta; 

b. Nomor akta; 

c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta; 

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris serta wilayah 

jabatan notaris; 

e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para 

penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; 

f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap 

yang dapat berupa untuk diri sendiri, selaku kuasa /  wali / 

orang tua/ pengampu/ curator (kepailitan) dan dalam 

jabatannya. 

g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi 

pengenal. 

2. Badan akta, yang memuat kehendak dan keinginan dari para 

pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di 

hadapan notaris atau keterangan-keterangan dari notaris 

mengenai hal-hal yang disaksikannnya atas permintaan yang 

bersangkutan. 

3. Akhir akta atau penutup akta, yang memuat: 
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a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf l atau pasal 16 ayat 

(7) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris; 

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat 

penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada; 

c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-

tiap saksi akta; 

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang 

dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian. 

  

Perjanjian pengikatan jual beli yang tersebut dalam kerangka diatas 

merupakan perjanjian jual beli dengan akta otentik. Adapula 

Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dibawah tangan dalam hal 

pembuktian apabila tulisan dibawah tangan tersebut diakui oleh orang 

yang membuatnya ataupun oleh orang terhadap siapa tulisan itu 

hendak digunakan menurut Undang-undang diakui, maka tulisan 

dibawah tangan itu akan memberikan bukti yang sempurna seperti 

akta otentik terhadap: 

1. Mereka yang menandatangani tulisan tersebut; 

2. Para ahli waris mereka; 

3. Orang-orang yang mendapat hak dari mereka.  

Dalam prakteknya perbedaan perjanjian pengikatan jual beli 

dengan akta notariil dan perjanjian dibawah tangan adalah: 

1.  Perjanjian pengikatan jual beli yang bentuknya akta notariil itu 

dibuat dan disusun oleh pihak notaris dan dibacakan serta 

diterangkan/dijelaskan oleh notaris dihadapan para pihak, saksi-

saksi dan notaris, isi klausula yang terdapat didalam akta tersebut 

merupakan kesepakatan para pihak. 

Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012



 

 

2.  Perjanjian pengikatan untuk jual beli yang dibuat dibawah tangan 

dilegalisasi oleh notaris, biasanya isi klausulanya dibuat dan 

disusun oleh para pihak. Notaris hanya mengesahkan 

penandatanganan perjanjian tersebut sebagai perjanjian dibawah 

tangan dengan legalisasi. 

Dengan dilangsungkannya perjanjian pengikatan jual beli oleh para 

pihak yaitu calon penjual dan calon pembeli yang menyatakan 

kehendaknya untuk melaksanakan jual beli yang berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, 

yang bersifat terang dan tunai dalam pelaksanaan jual beli tersebut, 

yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Pembuatan 

perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tersebut belum terjadi 

pengalihan kepemilikan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli, 

meskipun nilai transaksi telah dilunasi penuh oleh calon pembeli. 

Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat berarti penjual 

baru berjanji dan karenanya berkewajiban menyerahkan objek yang 

dijual tersebut kepada pembeli. Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) 

dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian obligatoir yaitu perikatan 

yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat 

perjanjian. Dalam pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah 

kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 

612, 613 dan 616.”
26
 Pasal 612, 613 dan 616 membahas mengenai 

penyerahan atau levering.  

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur 

mengenai perjanjian pengikatan jual beli, tetapi karena dibutuhkan 

dan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, maka pasal 

1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar adanya 

hukum perjanjian dalam perkembangan yang dapat digunakan. Pasal 

1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa 
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“semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, 

maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada 

peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang 

lalu.” 

Karena perjanjian perikatan jual beli tidak diatur dalam Undang-

Undang yang terdapat di Indonesia, maka untuk perjanjian pengikatan 

jual beli berlaku  sistem hukum perikatan dan masuk dalam lingkup 

hukum perjanjian maka dalam menganut sistem terbuka berdasarkan 

asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang 

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan 

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh 

Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.”
27
 

 

C. SURAT KUASA  

1. PENGERTIAN KUASA 

Kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan 

kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang menerima kekuasaan 

tersebut untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.  

Dalam era globalisasi sekarang ini, dimana seringkali orang tidak 

sempat untuk menyelesaikan urusannya sendiri dan memerlukan bantuan 

atau jasa dari orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusannya dan 

diberikan kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan 

tersebut atas namanya. 

Orang yang telah diberi kuasa tersebut dinamakan juru kuasa atau juga 

biasanya disebut kuasa saja yang melakukan perbuatan hukum tersebut 

atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga yang dilakukannnya itu 
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adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban 

yang timbul dari perbuatan yang dilakukan itu menjadi hak dan kewajiban 

orang yang memberi kuasa, apabila yang dilakukan tersebut membuat 

perjanjian maka pemberi kuasa yang menjadi pihak dalam perjanjian 

tersebut. 

 

2. DASAR HUKUM SURAT KUASA 

Berdasarkan  pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam 

pengertiannnya “pemberian kuasa adalah perjanjian mana seseorang 

memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas 

namanya menyelesaikan suatu urusan.”  

Oleh karena itu dapat ditarik unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1792 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pemberian kuasa, yaitu : 

a. Pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian; 

b. Penyerahan kewenangan kekuasaan dari pemberi kuasa kepada 

peneriman kuasa; 

c. Adanya perwakilan, dimana ada orang lain yang mewakili untuk 

mengurus suatu urusan. 

 Pemberian kuasa dalam perbuatan hukum merupakan persetujuan 

dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan sesuatu 

atas nama pemberi kuasa yang isinya dituangkan dalam bentuk akta 

otentik atau akta dibawah tangan yang dilegalisasi tandatangan dan 

waktunya dibuat dihadapan pejabat umum
28
 

Pemberian kuasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

merupakan pemberian kuasa yang secara otomatis melekat pada seseorang 

yang mewakili orang lain. Menurut Undang-Undang, telah ditetapkan 

seseorang atau suatu badan yang dengan sendirinya berwenang untuk 

bertindak mewakili orang atau badan itu sendiri tanpa memerlukan surat 

kuasa.
29
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Pemberian kuasa terbagi di dalam dua bagian, yaitu pemberian 

kuasa secara tertulis, dan pemberian kuasa secara tidak tertulis. Dalam 

pemberian kuasa secara tertulis, Undang-Undang tidak membatasi secara 

khusus pemberian kuasa tersebut diberikan dalam bentuk apa. Selama 

pemberian kuasa secara tertulis masih berada dalam lingkup umum Pasal 

1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam suatu akta 

umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat, 

maka pemberian kuasa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai 

pemberian kuasa secara tertulis. 

Pemberian kuasa secara tertulis ini yang disebut sebagai surat 

kuasa. Surat kuasa digunakan dalam lapangan hukum perdata, hukum 

pidana, maupun hukum administratif. Sementara itu, mengingat hakikat 

pemberian kuasa yang juga merupakan suatu perjanjian, syarat-syarat 

sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata juga berlaku untuk pembuatan atau perbuatan hukum pemberian 

kuasa.
30) 

 

3. MACAM KUASA 

Dalam suatu kuasa pada umumnya tidak terikat pada persyaratan 

bentuk atau bermacam-macam kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima 

dalam bentuk apapun. Dalam pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa : 

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan 

suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan 

lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan 

disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.” 
31
 

 

Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  pemberian 

kuasa adalah bebas dari suatu bentuk cara atau formalitas tertentu, dimana 

kuasa merupakan suatu perjanjian konsensual yang artinya sudah mengikat 

(sah) pada saat kedua belah pihak yang sebagai pemberi kuasa dan 
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penerima kuasa telah sepakat untuk membuat kuasa tersebut. Karena kuasa 

tersebut menerbitkan perwakilan yaitu dengan adanya seorang yang 

mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Penerbitan 

perwalian dalam hal ini dapat dilahirkan oleh Undang-Undang dan dapat 

juga dilahirkan oleh suatu perjanjian. Tidak semua perbuatan hukum dapat 

dikuasakan kepada orang lain untuk melakukannya, yang sangat erat 

hubungannya dengan pribadi seseorang tidak dapat dikuasakan kepada 

orang lain, misalnya dalam pembuatan surat wasiat, pemberian kuasa 

terjadi dengan Cuma- cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. 

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya 

satu kepentingan tertentu atau lebih, dan secara umum yaitu meliputi 

segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan 

dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. 

Dalam hal memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan 

hipotik atas benda-benda itu, atau untuk membuat suatu perdamaian, 

ataupun sesuatu perbuatan lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh 

seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas, 

yang terdapat dalam pasal 1795 dan 1796 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.  

Untuk melakukan perbuatan hukum tertentu diperlukan pemberian 

kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan apa yang harus dilakukan, 

yaitu untuk menjual sebuah rumah, untuk mencari rekan dalam suatu 

usaha dan lain lain. Pemberian kuasa umum hanya memberi kewenangan 

untuk melakukan perbuatan dalam hal pengurusan misalnya terhadap suatu 

perusahaan atas nama pemberi kuasa, maka pemberi kuasa memberikan 

wewenang kepada penerima kuasa untuk mengurus perusahaan itu. 

Untuk mengajukan suatu perkara di pengadilan menurut 123 HIR 

diperlukan suatu kuasa khusus tertulis. Sifat khusus tersebut menyebutkan 

nama pihak yang digugat. kewajiban – kewajiban penerima kuasa, 

penerima kuasa diwajibkan selama penerima kuasa belum dibebaskan 

dalam melaksanakan kuasanya maka penerima kuasa menanggung semua 

biaya, kerugian dan bunga sekiranya dapat timbul karena tidak 

Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012



 

 

dilaksanakannya kuasa tersebut. Begitupun penerima kuasa diwajibkan 

untuk menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakan pada waktu 

pemberi kuasa meninggal, jika dengan tidak segera menyelesaikannya 

dapat timbul suatu kerugian (pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata). Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya dan dalam waktu yang setepatnya, jika tidak, penerima kuasa 

dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena 

kelalaian tersebut. 

 

4. SURAT KUASA MUTLAK YANG DIATUR DALAM 

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 

1982 

Selain adanya pengertian surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, 

masih ada istilah kuasa yang lain yaitu kuasa mutlak. Pemberian kuasa 

mutlak ini merupakan suatu pemberian kuasa kepada seseorang yang 

disertai hak dan kewenangan serta kekuasaan yang luas mengenai suatu 

objek tertentu dan oleh pemberi kuasa tidak dapat dicabut kembali dan 

tidak akan berakhir karena alasan-alasan apapun. Perbuatan ini 

bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

1982, tujuan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

1982 adalah untuk mengatur ketertiban umum dalam transaksi jual beli 

tanah. Larangan tersebut dimaksudkan supaya menghindari 

penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan 

mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan 

menggunakan bentuk kuasa mutlak. Tindakan demikian adalah salah satu 

bentuk perbuatan hukum yang mengganggu usaha penerbitan status akan 

hak atas tanah. 

 

5. DASAR HUKUM LARANGAN SURAT KUASA MUTLAK 

Surat kuasa mutlak tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, tetapi diakui, surat kuasa mutlak merupakan suatu penyimpangan 

dan telah dilarang penggunaannya oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 14 Tahun 1982, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 1982 adalah adanya penyalahgunaan kuasa 

mutlak, diantaranya mengenai ketentuan mengenai luas tanah. 

Kuasa mutlak menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

1982 adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur:
32
 

1. Kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali 

oleh pemberi kuasa; 

2. Kuasa mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa 

untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala 

perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh 

pemegang haknya. 

Karena itu pemerintah melarang pejabat yang berwenang untuk membuat 

kuasa mutlak yang merupakan pemindahan hak atas tanah serta melarang 

pejabat-pejabat melayani penyelesaian status hak atas tanah yang 

menggunakan kuasa mutlak sebagai bukti pengalihan hak. Cara 

pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan 

bentuk kuasa mutlak merupakan penyalahgunaan hukum sehingga perlu 

dicegah.
33
 

Dalam perkembangan praktek hukum, kuasa yang berdiri sendiri 

dengan objek sebidang tanah dilarang jika memuat klausula:
34
 

1. Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun 

menurut hukum termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 

1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi kuasa; 

3. Penerima kuasa dibebankan dari pertanggungjawaban kepada pemberi 

kuasa; 

4. Penerima kuasa diberi wewenang untuk menjual atau mengalihkan 

bidang tanah tersebut kepada penerima kuasa sendiri. 
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Dalam prakteknya, surat kuasa dituangkan dalam bentuk akta 

dengan judul “perjanjian/perikatan jual beli” atau “kuasa menjual” 

Beberapa alasan bahwa masyarakat lebih memilih untuk 

menggunakan surat kuasa mutlak, yaitu : 

1. Pemilik tanah telah terlebih dahulu meminjam uang dari pemilik 

modal dengan bunga tertinggi sehingga apabila hutang tidak dapat 

dilunasi pada waktu yang telah ditentukan maka dibuat surat kuasa 

mutlak; 

2. Surat-surat tanah belum dilengkapi sehingga untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum seperti jual beli melalui pejabat pembuat akta tanah, 

tidak dapat dilakukan. 

 

Dalam prakteknya, dibuatnya surat kuasa mutlak tujuannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Sertipikat belum terbit atas nama pihak penjual dan masih di proses di 

kantor pertanahan; 

2. Sertipikat belum atas nama pihak penjual dan masih dalam proses 

balik nama ; 

3. Sertipikat sudah ada dan sudah atas nama penjual tetapi harga jual beli 

yang disepakati belum semua dibayar oleh pembeli kepada penjual; 

4. Sertipikat sudah ada dan sudah atas nama penjual dan harga sudah 

dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual tetapi ada persyaratan yang 

masih belum dilengkapi; 

5. Sertipikat pernah dijadikan sebagai jaminan di bank dan masi belum 

dilakukan roya; 

6. Supaya sertipikat tanah tetap tertulis atas nama pemberi kuasadan 

terlihat bahwa bukan penerima kuasa yang memilikinya; 

7. Supaya tidak perlu membayar biaya jual beli, termasuk biaya 

pendaftaran tanah; 

8. Supaya tidak perlu membayar pajak seperti pajak penghasilan (PPh) 

ataupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); 
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9. Supaya penerima kuasa dapat menguasai tanah tersebut sebagaimana 

layaknya pemilik; 

Alasan-alasan tersebut diatas yang menjadikan masyarakat lebih memilih 

surat kuasa mutlak. 

Dalam suatu perjanjian yang dibuat dengan surat kuasa mutlak 

yang bertentangan dengan ketertiban umum maka dapat terjadi 

pelanggaran atas hal itu, akibat dari pelanggaran tersebut adalah perjanjian 

tersebut batal demi hukum dan akibat batalnya perjanjian tersebut maka 

para pihak harus mengembalikan hak tersebut dalam keadaan semula 

kepada pemilik sahnya. 

D. NOTARIS 

1. SEJARAH NOTARIS 

Eksistensi notaris disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat 

akan adanya kepastian hukum, maka sejak abad ke-11 dan ke-12 didaerah 

pusat perdagangan di Italia Utara yang merupakan tempat asal dari 

lembaga notariat yang dinamakan Latijnse Notariaat, yang mempunyai 

karakteristiknya dapat dilihat dalam diri seorang notaris yang diangkat 

oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat banyak dan menerima uang 

jasa dari masyarakat yang kepentingannya dituangkan dalam akta yang 

dibuat oleh notaris tersebut. 

Perkembangan lembaga notariat meluas dari Italia Utara ke 

Perancis, dinegara mana lembaga ini sepanjang dikenal sebagai suatu 

pengabdi kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya 

senantiasa mendapat pengakuan, telah memperoleh puncak 

perkembangannya.  Dari Perancis ini pulalah,  pada permulaan abad ke-19 

lembaga notariat telah meluas kenegara-negara sekelilingnya dan bahkan 

kenegara-negara lain.
35
 

Nama “Notariat” sebenarnya telah dikenal jauh sebelum 

diadakannya lembaga notariat. Notariat itu sendiri berasal dari nama 

pengabdinya, yakni Notarius. Akan tetapi, apa yang dimaksudkan dengan 
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nama Notarius dahulu tidaklah sama dengan notaris pada jaman sekarang 

ini. Notarius ialah nama yang pada jaman Romawi diberikan kepada 

orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam buku hukum 

dan tulisan romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title 

Notarius untuk menandakan adanya suatu golongan otang-orang yang 

melakukan sesuatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu.
36
 

Pada permulaan abad ke-3 Sesudah Masehi dikenal pula kata 

Tabeliones yang memiliki beberapa persamaan dengan notaris saat ini 

yaitu untuk membuat akta-akta dan surat-surat lainnya demi kepentingan 

masyarakat namun para Tabeliones ini tidak diangkat atau ditunjuk oleh 

penguasa untuk melakukan formalitas yang ditentukan oleh Undang-

Undang sehingga akta-akta dan surat-surat yang mereka buat tidak 

mempunyai otentisitas, hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah 

tangan, para Tabeliones ini lebih tepat untuk dipersamakan dengan apa 

yang dikenal sekarang ini sebagai Zaakwaarnemer daripada sebagai 

notaris sekarang.
37
 

Pada saat puncak perkembangan lembaga notariat, notariat 

perancis sebagaimana dikenal sekarang dibawa ke Negeri Belanda dan 

dengan 2 (dua) buah Dekrit Kaisar masing-masing pada 8 Nopember 1810 

dan 1 Maret 1811 dinyatakan berlaku diseluruh Negeri Belanda terhitung 

mulai tanggal 1 Maret 1811. Dengan adanya kedua dekrit itu, negeri 

Belanda terdapat suatu peraturan yang berlaku umum untuk pertama 

kalinya dibidang Notariat.
38
 

Notaris di Indonesia baru muncul pada permulaan abad ke-17. 

Notaris pertama di Indonesia bernama Melchior Kerchem, dimana dalam 

surat keputusan pengangkatannya oleh Gubernur Jendral VOC 

(Vereenigde Oostindische Compagnie) secara singkat dimuat suatu 

Instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yaitu 
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untuk menjalankan tugas di wilayah jabatannya untuk kepentingan 

masyarakat umum dan menjamin kepastian hukum pula. 

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkan Peraturan tentang 

Jabatan Notaris di Indonesia (Reglemen Op Het Notaris Ambt) dengan 

ordonansi 11 januari 1860 staatblad Nomor 3 yang berlaku pada tanggal 1 

juli 1860.  

Pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 

1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran 

Negara 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7000). 

Dalam surat pengangkatannya wakil notaris dan wakil notaris sementara 

diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang lagi 

untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya.  

Dalam periode tahun 1960 sampai dengan tahun 1965, terjadi 

kegoncangan dalam notariat tersebut dimana dengan dikeluarkan surat 

keputusan yang bertujuan mengadakan peremajaan di kalangan notaris, 

sekalipun mengenai peremajaan batas usia bagi notaris-notaris untuk dapat 

dipensiunkan dan telah diatur dalam peraturan jabatan notaris.  

Pada tanggal 6 oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2004 tentang jabatan notaris. Undang-Undang ini yang mengatur 

mengenai: 

1. Ketentuan umum mengenai istilah dalam perundang-undangan; 

2. Pengangkatan dan pemberhentian notaris; 

3. Kewenangan, kewajiban dan larangan; 

4. Tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris; 

5. Cuti notaris dan notaris pengganti; 

6. Honorarium; 

7. Akta notaris; 

8. Pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris; 

9. Pengawasan; 

10. Organisasi notaris; 

11. Ketentuan sanksi ; 

12. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup; 
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Dalam Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesia Stbl. 1860:3 

mengenai Peraturan Jabatan Notaris dan  Undang-Undang nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan mengenai pengertian dari 

notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta 

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini.
39
 Notaris diangkat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia untuk mengemban tanggung jawab dalam 

melayani masyarakat dalam bidang pembuatan akta dan memberikan 

nasehat mengenai pembuatan akta atau hal-hal lainnya yang berkaitan 

dengan hukum perdata.  

 Dalam majalah Renvoi, Herlian Budiono mengemukaan bahwa 

notaris mempunyai dua kewenangan dalam pembuatan akta otentik yaitu 

menjalankan tugas perundang-undangan dan menjalankan tugas diluar 

perundang-undangan. Menjalankan tugas perundang-undangan adalah 

tugas utama dari notaris yaitu membuat akta otentik (dan kewenangan lain 

sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris) sedangkan menjalankan tugas diluar 

perundang-undangan adalah kegiatan notaris lainnya selain pembuatan 

akta otentik, misalnya mengurus pendaftaran fidusia pengurusan 

pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi 

yang berwenang.
40
 

 

2. PERSYARATAN PENGANGKATAN NOTARIS 

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam 

mengurus tugas Negara khususnya dalam bidang hukum perdata dan 

keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum 

yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum 
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masyarakat.
41
 Dalam hal pengangkatan notaris, orang yang dapat diangkat 

menjadi notaris harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum 

dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris Juncto pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 tahun 2006 tentang 

Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian 

Notaris”.
42
 

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris menyatakan bahwa syarat untuk dapat menjadi Notaris 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut: 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 

4. Sehat jasmani dan Rohani; 

5. Berijasah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua dalam bidang 

kenotariatan; 

6. Telah menjalani magang sebagai karyawan notaris  dalam waktu 12 

(dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa 

sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua 

kenotariatan; 

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokatm 

atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. 

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik 

Indonesia nomor M.01-HT.03.01 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara 

pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian notaris menyatakan bahwa 

syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris adalah sebagai berikut: 
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1. Warga Negara Indonesia; 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

sehat dari dokter di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; 

5. Berijasah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan 

atau berijasah hukum lulusan pendidikan specialis notariat yang belum 

diangkat sebagai notaris pada saat undang-undang jabatan notaris 

mulai berlaku; 

6. Berumur minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun; 

7. Telah mengikuti pelatihan teknis calon notaris yang diselenggarakan 

oleh direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bekerja sama 

dengan pihak lain; 

8. Telah menjalani magang sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 

(dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa 

sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua 

kenotariatan; 

9. Tidak pernah terlibat dalam tindakan criminal yang dinyatakan dengan 

surat keterangan dari kepolisian Negara Republik Indonesia; 

10. Mengajukan Permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis 

kepada Menteri; 

11. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, 

pemimpin atau pegawai badan usaha Milik Negara, badan usaha milik 

daerah, badan usaha milik swastam atau sedang memangku jabatan 

lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk 

dirangkap dengan jabatan notaris; 

Dalam pasal 13 Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesia Stbl. 1860:3 

mengenai peraturan jabatan notaris, menyatakan bahwa tidak seorangpun 

dapat diangkat menjadi notaris, kecuali mereka yang: 

1. Warga Negara Indonesia; 
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2. Telah mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun; 

3. Membuktikan kelakuan baik sekurang-kurangnya empat tahun 

terakhir, yang dinyatakan dengan suatu keterangan yang diberikan oleh 

kepala pemerintah setempat, yang selama itu mempunyai tempat 

tinggal tetap; 

4. Telah memiliki ijasah bagian III ujian Negara atau lulusan pendidikan 

notariat pada suatu universitas negeri. 

3. KEWENANGAN NOTARIS 

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris harus tunduk pada 

Undang-undang terutama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 

Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesia Stbl. 1860:3 (Peraturan 

Jabatan Notaris) dan pasal 15 ayat 1, 2 dan 3. 

Dalam Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesia Stbl. 1860:3 

(peraturan jabatan notaris) pasal 1 menyatakan bahwa: 

“para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang 

untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan 

dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-

undang umum yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, 

yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, 

menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan 

dan kutipan-kutipan; semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh 

suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada 

pejabat-pejabat atau orang-orang lain.” 

 

Dalam pasal 15 ayat 1 undang-undang nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa: 

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan 

kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh Undang-undang.” 

 

Dalam pasal 15 ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris, menyatakan bahwa: 

“Notaris berwenang pula: 
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1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

2. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus; 

3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat 

aslinya; 

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta; 

6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; 

7. Membuat risalah lelang.” 

 

Dalam pasal 15 ayat 3 undang-undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris, menyatakan bahwa: 

“selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 notaris 

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.” 

Kewenangan  lain yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 Undang-

undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris berupa pembuatan 

akta keterangan hak waris, dimana dalam Undang-undang nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris tidak dengan tegas dinyatakan, namun diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Dalam pembahasan ini maka kewenangan notaris itu dapat 

meliputi 4 (empat) hal yaitu: 

1. Ia harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta itu, dan tidak 

setiap pejabat umum dapat membuat akta-akta dari suatu macam yang 

tertentu saja, yakni yang ditugaskan atau yang dikecualikan kepadanya 

berdasarkan perundang-undangan; 

2. Ia harus berwenang sepanjang mengenai waktu dan untuk siapa akta 

itu dibuat; 

3. Ia berwenang sepanjang mengenai waktunya, misalnya notaris tidak 

boleh membuat akta selama ia masih cuti atau diberhentikan dari 

jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum 

ia memangku jabatannya secara resmi; 
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4. Ia harus berwenang sepanjang mengenai tempat dalam wilayah 

kewenangannya. 

Apabila salah satu dari persyaratan kewenangan yang tersebut diatas 

kurang, maka akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik, dan karena itu 

hanya mempunyai ketentuan sebagai akta yang dibuat di bawah tangan 

apabila akta ini jadi ditandatangani oleh para pejabat. 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai duduk perkara kasus yang 

akan penulis bahas, maka penulis akan membahas mengenai perbuatan 

melawan hukum yang terkait dengan kasus ini. Pengertian perbuatan 

melawan hukum menurut Moegni Djojodihardjo
43
 merumuskan bahwa 

perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau 

kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan 

dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan, 

keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang 

lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat 

perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, 

berkewajiban membayar ganti kerugian. 

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdapat dalam pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 

a. Adanya suatu perbuatan 

Perbuatan dapat berarti berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. 

b. Perbuatan itu melawan hukum 

Unsur melawan hukum harus ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya. 

c. Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan 

Suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika terdapat kesalahan 

dalam bentuk kesengajaan, kelalaian atau pertanggungjawaban. 

d. Perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi penderita 

Kerugian yang dialami penderita selain kerugian materil, juga bisa 

kerugiaan immaterial. 

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 
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Paramita, 1982) hal.26. 

Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012



 

 

Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan itu. 

Seandainya perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada maka tidak 

akan ada kerugian. 

Menurut Munir Fuady bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum 

itu meliputi :
44
 

1. Perbuatan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku. 

2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh 

hukum yang berlaku 

3. Perbuatan tersebut bertentangan  dengan kewajiban hukum 

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan 

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 

bermasyarakat, untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 

 

E. URAIAN KASUS 

Penulis akan membahas mengenai latar belakang kasus yang akan penulis 

bahas, yaitu:    

A.  Para Pihak 

Dalam kasus ini para pihak yang menjadi penggugat adalah : 

Nyonya Warsiti Binti Erman, selaku ahli waris dari Erman Binti 

Tarjan yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan para ahli waris 

yang lainnya dari almarhum yang masing-masing bernama:  

1. Caris binti Karjaya 

2. Suharman bin Erman 

3. Suhamid bin Erman 

4. Suntara bin Erman 

5. Aciah binti Erman 

6. Ny warsitem binti Erman 

                                                             
44
 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cet ke-1 (Bandung: Aditya Bhakti, 2002) 

hal.11. 

Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012



 

 

7. Haji Halimah binti Tasik 

8. Nyonya Aliyah binti Tasik 

9. Nyonya Atiah binti Tasik 

10. Nyonya Warkinah binti Tasik 

Yang semuanya berdasarkan surat kuasa tanggal 21 November 2000, yang 

bertempat tinggal di Dusun Cibuaya III, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 

05, Kelurahan Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Karawang dan dalam hal ini 

diwakili oleh kuasanya dari kantor Advokat stefanus dan rekan yang berkantor 

di Gunung Sahari Raya nomor 73-c/19, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa 

nomor : 46/SG/GS Tertanggal 27 juni 2002.  Dan yang menjadi pihak tergugat 

adalah Drs. Krisna Satya yang diwakili oleh kuasanya yang bernama Suparno 

Hasanmihardjo, penasihat hukum yang berkantor di paledang nomor 108, 

Karawang, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Agustus 2002. 

A. Tentang Duduk Perkara 

Pada awalnya Erman Bin Tarjan (almarhum) adalah selaku pemilik sah 

atas sebidang tanah empang, seluas 54.300 M2 (lima puluh empat ribu tiga 

ratus meter persegi), terletak di Desa Cibuaya, Blok Ceplek, Kecamatan 

Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik 

Nomor 106/Desa Cibuaya, Gambar Situasi Nomor 45/1975 tertanggal 08 juli 

1975. Sebidang tanah empang tersebut telah diterbitkan SPPT nomor 

32.17.131.009.001-0116.0 atas nama Erman bin Tarjan oleh Direktorat Jendral 

Pajak Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Pajak Di Jawa Barat dan juga 

PBB (pajak bumi dan bangunan) yang dibayar tiap tahun oleh penggugat.  

Penggugat adalah selaku ahli waris dari almarhum Erman Bin Tarjan, 

berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 21 november 2000 yang telah 

diketahui/dibenarkan oleh Camat dari Kecamatan Cibuaya nomor 474/53/kec 

tertanggal 16 februari 2001. Penggugat menyatakan bahwa tergugat 

mempunyai usaha dibidang jasa, yaitu memberikan pinjaman kepada 

masyarakat umum. 

Ayah penggugat semasa hidupnya pada bulan Juli 1975 yaitu almarhum 

Erman bin Tarjan telah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta 

rupiah) kepada tergugat dan selanjutnya sehubungan dengan pinjaman uang 
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tersebut atas permintaan tergugat kemudian ayah penggugat menyerahkan 

Sertipikat Hak Milik nomor 106/Desa Cibuaya, Gambar Situasi Nomor 

45/1975 Tertanggal 08 Juli 1975 atas nama Erman bin Tarjan (almarhum). 

Pada waktu yang bersamaan setelah tergugat menerima asli sertipikat 

milik Erman bin Tarjan (almarhum), maka tergugat meminta Erman bin 

Tarjan (almarhum) menandatangani perikatan jual beli dan surat kuasa luas 

dan tergugat mengatakan sebagai formalitas jaminan hutang. 

Selaku peminjam uang atau ayah penggugat semasa hidupnya yang 

beritikad baik telah beberapa kali menemui tergugat untuk memenuhi 

kewajibannya melunasi hutang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) guna 

menebus sertipikat miliknya namun tergugat selalu mencari-cari alasan dan 

menghindar dari ayah penggugat, atas perbuatan tergugat  tersebut ayah 

penggugat menjadi sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. 

Pada tahun 1993 ayah pengugat telah meninggal dunia dan penggugat 

mendatangi tergugat dan bermaksud untuk membayar hutang ayahnya sebesar 

Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan meminta jaminan sertipikat empang milik 

ayah penggugat namun tergugat menolak dan mengatakan bahwa tanah 

tersebut telah dijual oleh ayah penggugat kepada tergugat, tetapi tergugat tidak 

dapat menunjukkan kapan akta jual beli atas tanah empang tersebut dilakukan. 

Penggugat yang beritikad baik tersebut telah berulang kali berusaha 

menemui tergugat untuk memnita asli sertipikat milik ayah penggugat, namun 

tergugat terus menghindar dan menolak menyerahkan sertipikat tersebut 

kepada penggugat, karenanya perbuatan tergugat merupakan perbuatan 

melawan hukum. 

Karena dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal maka penggugat 

melakukan pengecekan ternyata dengan akal licik tergugat mengakui seolah-

olah selaku pemilik atas sebidang tanah empang tersebut, dengan dalil bahwa 

penggugat telah menandatangani Surat Kuasa Luas Nomor 23 Tertangggal 14 

Juli 1975 Dan Perikatan Jual Beli Nomor 22 tertanggal 14 juli 1975 masing-

masing dibuat oleh notaris Soetomo Ramelan di Jakarta. 
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Ayah penggugat yang semasa hidupnya tidak pernah mengenal dan datang 

menghadap Notaris Soetomo Ramelan, SH di Jakarta, untuk membuat dan 

menandatangani akta-akta tersebut. 

Oleh karena itu maka penggugat menggugat kepada tergugat, dan meminta 

supaya hakim memutuskan bahwa proses pembuatan akta tersebut tidak sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, karenanya tidak mempunyai 

kekuatan hukum dan mengenai ketentuan hukum yang berlaku surat kuasa 

untuk menjual atas tanah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-

undang dan dengan meninggalnya si pemberi kuasa, Karenanya Surat Kuasa 

Luas Nomor 23 Tanggal 14 Juli 1975 menjadi gugur. 

Penggugat telah berulang kali menegor tergugat untuk segera 

menyerahkan asli sertipikat hak milik milik ayah penggugat, namun tergugat 

tetap tidak mengindahkannya, maka besar kemungkinan setelah perkara ini 

mempunyai kekuatan hukum tetap tergugat tetap menunda kewajibannya 

untuk memenuhi putusan dan tidak menyerahkan sertipikat hak milik ayah 

penggugat tersebut, maka untuk mencegah terjadinya hal demikian adalah adil 

menurut hukum bila tergugat diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) 

sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada penggugat, 

apabila tergugat lalai meyerahkan sertipikat hak milik ayah penggugat 

tersebut, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh 

karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti–bukti yang otentik, 

karenanya penggugat memohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu 

walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya. 

Penggugat memohon kepada hakim bahwa berdasarkan hal-hal tersebut 

diatas, dapat diputuskan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 

2. Menyatakan ayah penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah 

empang seluas 54.300 M2 (lima puluh empat ribu tiga ratus meter 

persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Cibuaya, Gambar Situasi 

Nomor 45/1975 Tertanggal 08 Juli 1975, Terletak Di Desa Cibuaya, Blok 

Ceplek, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 
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3. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap 

penggugat. 

4. Menyatakan perjanjian perikatan jual beli nomor 22 tanggal 14 juli 1975 

yang dibuat oleh notaris Soetomo Ramelan, SH di Jakarta adalah 

bertentangan dengan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 

5. Menyatakan surat kuasa luas nomor 23 tanggal 14 juli 1975, antara ayah 

penggugat selaku pemberi kuasa dan tergugat selaku penerima kuasa yang 

dibuat oleh notaris Soetomo Ramelan, Sarjana Hukum adalah gugur /batal 

atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum. 

6. Menghukum tergugat atau pihak lain yang diberikan hak untuk segera 

menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Cibuaya, Gambar 

Situasi Nomor 45/1975, tanggal 8 juli 1975 atas nama Erman Bin Tarjan 

kepada penguggat selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan diucapkan. 

7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 

(lima ratus ribu rupiah) 

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada 

verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya. 

Subsider: 

Ex aequo et bono, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya: 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, kedua belah 

pihak hadir, untuk penggugat datang menghadap Stefanus Gunawan, SH, Msc 

dari kantor Pengacara Stefanus dan Rekan dan untuk tergugat datang 

menghadap kuasanya Suparno Hasanmihardjo. 

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara 

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap 

dipertahankan oleh penggugat. 

B. Jawaban dari tergugat 
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Menimbang bahwa terhadap penggugat tersebut, tergugat telah 

mengajukan jawaban tertanggal 22 Agustus 2002 sebagai berikut: 

1. Bahwa benar, dulu Erman bin Tarjan adalah pemilik empang Sertipikat 

Hak Milik Nomor 106 Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten 

Karawang, Provinsi Jawa Barat, Gambar Situasi Nomor 45/1975 dengan 

luas 54.300 M2 (lima puluh empat ribu tiga ratus meter persegi) tetapi 

berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli tanggal 14 Juli 1975 Nomor 22, 

dibuat oleh/dihadapan Soetomo Ramelan, SH, Notaris di Jakarta, empang 

tersebut bukan lagi milik almarhum Erman bin Tarjan, melainkan milik 

tergugat. Di dalam akta tersebut Erman bin Tarjan disebut pihak 

pertama/penjual, Drs. Krisna Satya disebut pihak kedua/pembeli. Dan 

sejak tanggal itu empang tersebut secara tunai telah diserahkan oleh Erman 

bin Tarjan kepada tergugat dan harga empang itu sebesar Rp 1.900.500 

(satu juta Sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) telah diterimakan oleh 

tergugat kepada Erman bin Tarjan bersamaan dengan pembuatan akta itu, 

buku Sertipikat Hak Milik Nomor 106 Desa Cibuaya diterima tergugat 

dari Erman bin Tarjan. 

2. Bahwa empang tersebut sejak Juli 1975 digarap/dikuasai sendiri oleh 

tergugat sampai Agustus 1984. Dari 1 September 1984 sampai 1 

September 1995 disewakan kepada saudara Kim Chai, Penduduk Dusun 

Cemara,Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Pajak 

Bumi Dan Bangunan tersebut telah dibayar oleh tergugat sendiri, 

kemudian setelah disewakan dibayar oleh penyewa (vide Perjanjian Sewa 

Menyewa Nomor 49 tertanggal 25 januari 1989, dibuat oleh Ida Rosyida, 

SH, notaris di karawang). 

3. Bahwa tidak benar tergugat mempunyai bisnis meminjam-minjamkan 

uang kepada masyarakat umum. 

4. Bahwa tidak benar Erman bin Tarjan beberapa kali bahkan Cuma satu kali 

pernah berusaha untuk membayar pinjamannya Rp 1.000.000 (Satu juta 

rupiah) kepada tergugat. Empang itu telah dijual dengan harga 1.900.000 

(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak benar penggugat telah 
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berupaya untuk membayar uang Erman bin Tarjan, tergugat tidak pernah 

memberi Erman bin Tarjan pinjaman. 

5. Bahwa kuasa luas tanggal 14 Juli 1975 Nomor 23, klausula terakhirnya 

menyatakan bahwa “penghadap menerangkan bahwa kuasa-kuasa yang 

diberikan dengan akta ini tidak dapat dicabut kembali baik sebagian 

maupun seluruhnya, pula tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan 

dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhirkan sesuatu 

kuasa karena mengenai kuasa-kuasa tersebut telah diadakan perhitungan 

selengkapnya, pemberi kuasa mengikatkan kepada pemegang kuasa untuk 

mengesahkan tindakan pemegang kuasa berdasarkan kuasa-kuasa yang 

diberikan dengan akta ini menurut hukum”. Ketentuan ini adalah hukum 

yang khusus mengikat Erman bin Tarjan dan tergugat. Lagipula kuasa luas 

itu tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 akta 

perikatan jual beli tanggal 14 Juli 1975  Nomor 2 itu.                                        

6. Bahwa dengan demikian prosedur pembuatan baik akta perikatan jual beli 

maupun kuasa luas yang bersangkutan telah dipenuhi, oleh karena itu tidak 

ada ketentuan hukum yang dilanggar. 

7. Bahwa dengan ini tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat 

kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya. 

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon kepada majelis hakim 

berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :  

a. Menolak semua gugatan penggugat konpensi; 

b. Menghukum penggugat konpensi supaya membayar ongkos 

perkara. 

 

C. Dalam Rekonpensi 

1. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam bagian konpensi dianggap 

telah dimasukkan dalam bagian ini. 

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2000 Nyonya Caris Binti Karjaya, istri 

alrmarhum  Erman bin Tarjan , bersama-sama dengan anak-anak Erman 

bin Tarjan, memberi  kuasa kepada Drs Suhandi untuk mengupayakan agar 

tanah tambak seluas 53 ha bersertipikat Nomor 103 sampai dengan 112 
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(tambak sengketa Nomor 106 – tergugat) atas nama si pemberi kuasa 

beralih haknya semula, yang sekarang masih dikuasai oleh Drs Krisna 

Satya dan Sugiana “Kim Cai”. Pada tanggal 27 juni 2000 Drs. Suhardi 

“mengalihkan” kuasanya kepada Saudara Parlin Sinaga, SH untuk 

mengajukan gugatan terhadap Drs.Krisna Satya dan Sugiana “Kim Cai” 

3. Bahwa kuasa substitusi tergugat rekonpensi ini bukannya langsung 

menggugat penggugat rekonpensi dan Sugiana “Kim Cai”, melainkan 

berputar dengan lebih dahulu memanggil Sugiana “Kim Cai” – sedangkan 

penggugat rekonpensi tidak dipanggil. Agar saudara Kim Cai menghadap 

ke kantor Parlin Sinaga, SH pada tanggal 11 Juli 2000 untuk di dengar 

duduk persoalannya yang sebenarnya, serta untuk mencegah kerugian 

yang seharusnya tidak terjadi apabila persoalan yang ada dapat 

diselesaikan secara kekeluargaan. 

4. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2000 saudara Edi Bin Suntara membawa 

pasukannya menyerobot empang seluas 53 ha (termasuk empang sengketa) 

dan empang itu lepas dari penguasaan penyewa saudara Kim Cai. 

Akhirnya empang sengketa itu jatuh ke tangan para tergugat rekonpensi 

sampai sekarang. Dan dikarenakan perbuatan Edi Bin Suntara telah 

melanggar ketentuan hukum maka oleh Pengadilan Negeri Karawang 

dengan putusannya tanggal 17 April 2000 Nomor 15/pid.R/2001/PN.Krw 

dan ia dipidana selama 2 (dua) bulan dan putusan ini telah dikuatkan oleh 

pengadilan tinggi Bandung dalam putusannya 21 Agustus 2001 nomor 

230/pid/2001/PT.Bdg. putusan ini telah incraht. 

5. Bahwa dengan lepasnya empang tersebut dari tangan saudara Kim Cai 

maka penggugat rekonpensi harus mengembalikan uang sewa dan 

penggugat rekonpensi kehilangan penghasilan dari empang ini. 

6. Bahwa untuk menjamin gugatan ini dimohon agar majelis hakim berkenan 

meletakkan sita jaminan atas sejumlah harta milik tergugat rekonpensi, 

yang jenis dan lokasinya akan disusulkan. Agar putusan ini dinyatakan 

dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada verzet, banding dan lain 

lain. 
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Berdasarkan hal tersebut dimohon kepada majelis hakim agar memutus 

perkara ini dengan amar sebagai berikut: 

1. Mengabulkan semua gugatan penggugat rekonpensi; 

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang telah 

dilakukan oleh pengadilan; 

3. Menyatakan para tergugat rekonpensi melanggar hukum; 

4. Menghukum para tergugat rekonpensi dan atau orang lain yang mendapat 

hak dari mereka agar menyerahkan empang sengketa kepada penggugat 

rekonpensi dalam keadaan kosong; 

5. Menyatakan untuk melelang dimuka umum barang-barang yang telah 

disita tersebut jika tergugat rekonpensi tidak dapat memenuhi kewajiban 

itu; 

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada 

verzet, banding dan lain lain; 

7. Biaya perkara menurut hukum. 

Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah 

mengajukan replik tanggal 10 Oktober 2000 dan menimbang bahwa dalam 

perkara ini tergugat tidak mengajukan duplik. 

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat 

telah mengajukan bukti-bukti berupa: 

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Cibuaya, tanggal 8 Juli 

1975 atas nama Erman Bin Tarjan. 

2. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 132/KPT/2000 

tanggal 26 Oktober 2000 atas nama Erman bin Tarjan. 

3. Fotocopy Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2000 sampai tahun 

2002 nomor SPPT(NOP): 32.17.131.009.001.0116.0, atas nama wajib 

pajak Erman bin Tarjan. 

4. Fotocopy Akta Kuasa Luas nomor 23 tanggal 14 Juli 1975, dibuat oleh 

dan dihadapan notaris Soetomo Ramelan, SH, notaris di Jakarta. 

5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Cemara Jaya nomor 493/187/DS. 

Tanggal 6 September 2002. 
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6. Fotocopy Warkah Sertipikat Hak Milik nomor 106/desa cibuaya, tanggal 8 

Juli 1975 , atas nama Erman bin Tarjan. 

7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 21 November 2000, yang 

telah diketahui/dibenarkan oleh Camat Kecamatan Cibuaya nomor 

474/53/kec, tanggal 16 februari 2001. 

Surat-surat bukti telah diberi materai secukupnya, dimana bukti-bukti 

terlampir telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak ditunjukkan aslinya di 

persidangan. 

Menimbang bahwa untuk memperkuat sangkalannya maka tergugat 

mengajukan surat-surat bukti berupa: 

1. Fotocopy Perikatan Jual Beli nomor 22 tanggal 14 Juli 1975 dibuat oleh 

Soetomo Ramelan, SH, Notaris di Jakarta; 

2. Fotocopy Surat Kuasa Luas nomor 23 tanggal 14 Juli 1975 dibuat oleh 

Soetomo Ramelan, SH, Notaris di Jakarta; 

3. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa nomor 49 tanggal 5 Januari 1989 

tanggal 5 Januari 1989, dibuat dihadapan Ida Rosida Suryana, SH, Notaris 

di Karawang; 

4. Fotocopy Perpanjangan Sewa Menyewa nomor 6 tanggal 10 Mei 1995 

dibuat oleh Ida Rosida Suryana, SH, Notaris di Karawang; 

5. Fotocopy Masa Perpanjangan Sewa Menyewa nomor 83 tanggal 26 Juni 

1997, dibuat oleh Musthofa, SH, Notaris Di Karawang; 

6. Fotocopy Perpanjangan Masa Perjanjian Sewa Menyewa nomor 21 

tanggal 17 September 1999, dibuat oleh Musthofa, SH, Notaris di 

karawang; 

7. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2000; 

8. Fotocopy Surat Kuasa Substitusi dari Drs Suhandi kepada Parlin 

Sinaga,SH. 

Surat-surat bukti telah diberi materai secukupnya, dimana bukti-bukti 

terlampir telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak ditunjukkan aslinya di 

persidangan. 
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Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, penggugat juga 

mengajukan saksi-saksi yang mana saksi-saksi pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut: 

a. Saksi Sudarmo Bin Daswan (Dibawah sumpah) menyatakan bahwa benar 

pada tahun 1975, Erman Bin Tarjan meminjam uang kepada Drs.Krisna 

Satya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan janji pada saat panen 

akan dibayar oleh Erman Bin tarjan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima 

ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertipikat Tanah Nomor 106. Bahwa 

pada waktu itu yang terjadi adalah pinjam meminjam uang, bukan jual 

beli. 

Bahwa saksi beserta anak dari almarhum Erman Bin Tarjan ingin menebus 

sertipikat dengan membawa uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu 

rupiah) tetapi tidak pernah bertemu dengan Drs. Krisna satya dan melalui 

istrinya Drs. Krisna satya menyatakan tidak mau menerima tebusan 

tersebut karena sertipikat sudah dijaminkan ke bank. 

b. Saksi  Endy S.Ladi Saputra (dibawah sumpah) menyatakan bahwa pemilik 

tanah adalah Erman bin Tarjan berdasarkan buku letter C desa 

Cemarajaya, tanah Erman Bin Tarjan belum ada pengalihan hak kepada 

orang lain. 

 

Menimbang bahwa tergugat tidak mengajukan saksi 

 Menimbang bahwa kemudian penggugat dan tergugat telah mengajukan 

kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Maret 2003. 

Menimbang bahwa selanjutnya baik penggugat maupun tergugat 

menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan akhirnya 

kedua belah pihak memohon putusan. 

PERTIMBANGAN HAKIM 

Dalam konpensi 
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Menimbang bahwa perselisihan hukum tersebut, maka yang harus 

diselesaikan adalah siapakah pemilik sah atas sebidang tanah empang seluas 

54.300 m2 yang terletak di Desa Cibuaya, Blok Ceplek, Kecamatan 

Karawang. 

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Fotocopy Sertipikat Hak Milik 

Nomor 106/Desa Cibuaya, Tanggal 8 Juli 1975 atas nama Erman Bin Tarjan 

sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. 

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut 

adalah miliknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22 Tanggal 14 Juli 1975 

dan Surat Kuasa Luas Nomor 23 Tanggal 14 Juli 1975 semuanya dibuat 

dihadapan Soetomo Ramelan, SH , Notaris di Jakarta. 

Bahwa selanjutnya menimbulkan pertanyaan apakah dengan lahirnya akta 

perikatan jual beli dan surat kuasa luas telah terjadi peralihan hak atas tanah 

sengketa.  

Menimbang bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 ditentukan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas 

tanah atau meminjam uang dengan hak dan atas tanah sebagai tanggungan, 

harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang 

ditunjuk oleh Menteri Agraria. 

Menimbang, bahwa apabila perkara ini dihubungkan dengan ketentuan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah adalah sah jika 

dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat akta 

tanah. 

Menimbang bahwa Perikatan Jual Beli dibuat dihadapan Soetomo 

Ramelan, SH, Notaris di Jakarta, dan disebutkan dalam Akta Perikatan Jual 

Beli tersebut bahwa pelaksanaan jual beli diharuskan menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang akan dibuat dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yang berwenang, pada waktu yang kemudian akan 

ditetapkan sendiri oleh pihak kedua/pembeli. 
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Menimbang bahwa Notaris yang membuat akta tersebut berdomisili di 

Jakarta bukan di wilayah dimana objek tanah tersebut berada yaitu 

dikabupaten Karawang. 

Menimbang bahwa perikatan jual beli telah lahir, akan tetapi transaksi jual 

beli atas tanah sengketa tidak pernah terjadi karena akta jual beli itu sendiri 

harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah yang dimana tanah itu 

terletak, yakni Di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. 

Menimbang bahwa dalam hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 3045 K/Pdt/1991 tanggal 30 mei 1996 

yang menyatakan semua pengalihan hak atas tanah harus dilakukan di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

 Menimbang bahwa dengan perikatan jual beli tersebut bukanlah sebagai 

bukti terjadinya pengalihan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan kuasa 

luas nomor 22 tanggal 14 Juli 1975 yang dibuat dihadapan Soetomo Ramelan 

SH, notaris di Jakarta. 

Menimbang bahwa bukti surat kuasa luas tersebut inti pokoknya Erman 

Bin Tarjan selaku pemilik sebidang tanah empang tersebut member kuasa 

kepada tergugat untuk melakukan tindakan antara lain: menjual/ 

memindahtangankan, termasuk melepaskan, menghibahkan, menyewakan, 

menghipotikkan atau membebani dengan hak-hak jaminan untuk menjamin 

pembayaran lunas sesuatu hutang terhadap siapapun…dan seterusnya, kuasa 

seperti diberikan dalam akta ini tidak dapat dicabut kembali baik sebagian 

maupun seluruhnya, juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-

dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhirkan sesuatu kuasa…dan 

seterusnya. 

Menimbang bahwa Surat Kuasa Luas didasarkan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 1982 dilarang atau tidak dapat dibenarkan juga kuasa 
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tersebut mengandung tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan 

kuasa tersebut pada hakikatnya merupakan pemindahan hak atas tanah. 

Menimbang bahwa karena suatu surat kuasa luas tidak dapat dibenarkan 

berdasarkan bukti fotocopy surat kuasa luas yang juga ternyata jika 

dihubungkan dengan bukti perikatan jual beli dibuat dalam rangka 

pemindahan hak atas tanah dari Erman Bin Tarjan kepada tergugat, hal mana 

terbukti atas tanah sengketa tersebut setelah lahirnya bukti perikatan jual beli 

dan surat kuasa luas oleh tergugat telah disewakan kembali kepada orang lain. 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bukti 

perikatan jual beli ternyata bukan bukti adanya peralihan hak atas tanah, 

sedangkan bukti surat kuasa luas bertentangan dengan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, maka kedua bukti tersebut haruslah 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Menimbang bahwa sesuai dengan surat keterangan kepada desa 

Cemarajawa nomor 593/187/DS. Tanggal 6 September 2002 ternyata tanah 

empang sengketa sertipikat hak milik tersebut tidak pernah dimutasikan 

kepada siapapun dan tetap masih tercatat atas nama Erman bin Tarjan. 

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Waris tanggal 21 

November 2000 yang telah diketahui/dibenarkan oleh Camat Kecamatan 

Cibuaya Nomor 474/53/kec tanggal 16 februari 2001, penggugat adalah ahli 

waris yang sah dari Erman Bin Tarjan. 

Menimbang bahwa karena bukti perikatan jual beli dan surat kuasa luas 

telah tidak mempunyai kekuatan hukum maka terhadap sebidang tanah 

empang seluas 54.300 m2(lima puluh empat ribu tiga ratus meter persegi) 

dengan sertipikat hak milik nomor 106/Desa Cibuaya, Gambar Situasi Nomor 

45/1975, tanggal 8 juli 1975 tersebut menjadi milik almarhum Erman Bin 

Tarjan kepada penggugat. 

Menimbang bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh tergugat dalam 

jawabannya bahwa tanah sengketa berada dalam penguasaannya, dan telah 
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terbukti hak atas tanah sengketa menjadi milik penggugat, maka perbuatan 

tergugat yang menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Cibuaya atas 

tanah empang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan 

hukum, karenanya menghukum tergugat atau pihak lain yang diberikan hak 

untuk itu segera menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa 

Cibuaya, Gambar Situasi Nomor 45/1975, Tanggal 8 juli 1975, atas nama 

Erman bin tarjan kepada penggugat. 

Menimbang bahwa dalam petitum penggugat memohon untuk 

menyerahkan agar Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Cibuaya, Gambar 

Situasi Nomor 45/1975 atas nama Erman Bin tarjan tersebut diserahkan 

kepada penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan 

diucapkan. 

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan majelis hakim tersebut berpendapat 

telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat jika dikabulkan agar 

diserahkan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum 

tetap 

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 7 penggugat 

memohon agar tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima 

ratus ribu rupiah) kepada penggugat apabila tergugat lalai menyerahkan 

sertipikat hak milik, milik ayah penggugat. 

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 8 agar putusan dalam perkara 

ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi, 

karena berdasarkan persidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh 

penggugat, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka 

tuntutan tersebut belum beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak. 

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dengan 

tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini, maka 

penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan 

selebihnya. 
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DALAM REKONPENSI 

 Menimbang bahwa tergugat dalam rekonpensi bersama jawabannya telah 

mengajukan gugatan/rekonpensi terhadap penggugat dalam konpensi/tergugat 

rekonpensi: 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi dan penggugat 

dalam rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas; 

Menimbang bahwa segala sesuatuyang telah dipertimbangkan pada bagian 

konpensi, dioperalih, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

sebagai pertimbangan dalam rekonpensi ini. 

Menimbang bahwa dalil penggugat dalam rekonpensi tersebut telah 

dibantah oleh tergugat dalam rekonpensi dengan menyatakan pada pokoknya 

tanah empang bukan milik penggugat dalam rekonpensi, tetapi milik tergugat 

dalam rekonpensi 

Menimbang bahwa sebagai diakui oleh penggugat dalam rekonpensi, tanah 

sengketa telah disewakan penggugat dalam rekonpensi kepada orang lain 

sesuai dengan bukti yang telah ditunjukkan oleh penggugat dalam rekonpensi 

telah mengusahakan sendiri tanah sengketa untuk digunakan empang 

membesarkan ikan, hal mana telah terbukti dalam surat gugatan nomor 7 dan 

disebutkan kalimat “bahwa empang ini digarap sendiri” 

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka penggugat dalam 

rekonpensi telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena itu 

gugatan penggugat dalam rekonpensi harus ditolak. 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

 Menimbang bahwa gugatan penggugat dalam konpensi telah dikabulkan 

sebagian sedangkan gugatan penggugat dalam rekonpensi dinyatakan ditolak, 

maka tergugat dalam konpensi berada di pihak yang dikalahkan harus 

dihukum untuk membayar biaya perkara ini 

PUTUSAN HAKIM 
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  Dalam konpensi hakim memutuskan sebagai berikut: 

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 

- Menyatakan Erman Bin Tarjan/ ayah penggugat selaku pemilik sah tanah 

empang seluas 54.300 m2(lima puluh empat ribu tiga ratus meter persegi) 

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Cibuaya, Gambar Situasi 

nomor 45/1975, tanggal 8 juli 1975 terletak di Desa Cibuaya, Blok 

Ceplek,Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 

- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

- Menyatakan surat kuasa luas nomor 23 tanggal 14 Juli 1975 antara Erman 

Bin Tarjan selaku pemberi kuasa dan tergugat selaku penerima kuasa yang 

dibuat oleh Soetomo Ramelan, SH, Notaris di Jakarta, tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

- Menyatakan perjanjian jual beli nomor 22 tanggal 14 Juli 1975 yang dibuat 

oleh Soetomo Ramelan, SH, Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

- Menghukum tergugat atau pihak lain yang diberikan hak untuk segera 

menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Cibuaya, Gambar 

Situasi Nomor 45/1975, tanggal 8 juli 1975 atas nama Erman Bin Tarjan 

kepada penguggat selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan  perkara ini 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

- Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000 (dua 

ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pengggugat setiap hari, apabila tergugat 

lalai menyerahkan asli sertipikat hak milik, milik almarhum Erman Bin 

Tarjan. 

- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 

  Dalam rekonpensi hakim memutuskan sebagai berikut:  

- Menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi 

Dalam konpensi dan rekonpensi hakim memutuskan sebagai berikut: 

- Menghukum tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi untuk 

membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 299.000 (dua ratus Sembilan puluh 

Sembilan ribu rupiah. 
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Setelah penggugat menggugat tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

dengan Nomor Putusan 260/PDT.G/2002/PN.JKT.PST dan hasilnya penggugat 

memenangkan perkara dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  

oleh karena itu, tergugat mengajukan banding terhadap penggugat pada 

Pengadilan Tinggi dengan Nomor Putusan 130/PDT/2004?PT.DKI yang 

menjatuhkan putusan kepada Drs. Krisna Satya selaku pembanding (yang semula 

tergugat) dan Ny.Warsiti Binti Erman selaku Terbanding (yang semula 

penggugat) dan Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai 

berikut: 

- Menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding yang telah diajukan 

dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat dalam perundang-undangan 

maka permohonan banding dapat diterima. 

- Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara secara 

seksama maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan dan 

pertimbangan hakim pada tingkat pertama sudah tepat dan benar, karenanya 

segala alasan dan pertimbagan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan 

pertimbangannya dan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan 

perkara di tingkat banding. 

- Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh pembanding dalam 

memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan 

putusan Pengadilan Negeri. 

- Menimbang bahwa pembanding berada di pihak yang kalah maka pembanding 

dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan 

Setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menimbang bahwa putusannya seperti yang 

tercantum diatas, maka Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili bahwa menerima 

permohonan banding dari pembanding, menguatkan putusan pengadilan negeri 

Jakarta Pusat Pada tanggal 14 april 2003 no 260/PDT.G/2002/PN.JKT.PST yang 

dimohonkan banding, dan menghukum pembanding untuk membayar biaya 

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding 

sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). 

 

F. ANALISA KASUS 
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        Perjanjian pengikatan jual beli sering digunakan oleh masyarakat dan kantor 

notaris sebagai dasar perjanjian pendahuluan sebelum dibuat akta jual beli. 

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatu perjanjian yang mendahului 

perjanjian jual beli tanah yang seharusnya dilakukan dihadapan pejabat pembuat 

akta tanah sesuai dengan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa peralihan hak atas tanah 

diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang 

disebut pejabat pembuat akta tanah yang diangkat oleh pemerintah. Akan tetapi 

mengenai peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam prakteknya sebelum 

dilakukannya jual beli tanah dihadapan pejabat yang berwenang maka para pihak 

terlebih dahulu melakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan cara membuat 

perjanjian pengikatan jual beli yang dihadapan notaris. Perjanjian pengikatan jual 

beli ini sebagai perjanjian pendahuluan yang menyatakan bahwa maksud utama 

para pihak untuk melakukan peralihan hak atas tanah tersebut yang memuat janji-

janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan dan dokumen yang 

diperlukan tersebut telah dipenuhi 

 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam membuat akta 

perjanjian jual beli adalah para pihak penjual dan pembeli harus hadir 

menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dan melengkapi dokumen-

dokumen yang diharuskan dalam pembuatan perjanjian ini.  

Isi dari perjanjian pengikatan jual beli, akta nomor 22 adalah sebagai berikut: 

1. Pihak penjual berjanji dan mengikat diri untuk menjual kepada pembeli 

dan sebaliknya atas sebidang tanah tertentu. 

2. Pihak penjual mengakui bahwa uang harga penjualan tanah telah 

disepakati dan dibayar oleh penjual dengan lunas dan pembeli pada saat 

penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli. 

3. Segala keuntungan / kerugian yang diperoleh mulai hari ini dibuat menjadi 

keuntungan atau tanggungan pihak pembeli dan segala beban atas tanah 
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sampai hari ini menjadi tanggungan pihak penjual, dan selanjutnya 

menjadi beban pihak pembeli. 

4. Setelah pembayaran telah dibayar lunas maka pada waktu dilangsungkan 

akta jual beli dihadapan yang berwenang tidak akan dilakukan pembayaran 

lain lagi. 

5. Pelaksanaan jual beli dilakukan dengan memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

6. Pihak penjual berjanji akan mengikatkan diri kepada pembeli untuk tidak 

menjual atau memindahtangankanm membebani dengan hak jaminan. 

Apabila terjadi pelanggaran maka pihak penjual wajib mengganti 

kerugian. 

7. Bahwa penjual menjamin pembeli bahwa apa yang dijual tersebut adalah 

milik penjual sendiri, tidak dalam sengketa dan tidak ada pihak lain yang 

mempunyai hak yang lebih tinggi. 

8. Pihak pembeli diberikan kuasa dengan hak substitusi untuk 

melangsungkan akta jual beli dihadapan pejabat yang bewenang dan 

mewakili penjual sebagai pemilik untuk melakukan pengurusan atas tanah 

yang masih tertulis atas nama pihak penjual. 

9. Kuasa yang diberikan merupakan syarat mutlak dan penting dalam 

perjanjian ini dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak dapat berakhir 

dengan sebab dan dasar mengakhirkan kuasa. 

10. Biaya pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dibayar oleh pembeli dan 

biaya yang berhubungan dengan balik nama atas nama pihak kedua 

menjadi beban pembeli. 

11. Segala akibat dari pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli para pihak 

memilih domisili tempat kedudukan Pengadilan Negeri. 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuatkan akta 

otentik. Bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut harus memenuhi 
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ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dimana terdapat kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktian formil dan 

pembuktian materil. Penulis menemukan bahwa perjanjian pengikatan jual beli 

yang dibuat oleh notaris tersebut tidak sesuai dengan isi akta yang berisi mengenai 

perjanjian jual beli. Dalam akta tersebut terdapat ketimpangan antara judul akta 

dan isi akta. Penulis menyatakan bahwa untuk perikatan jual beli tersebut 

biasanya dibuat untuk suatu objek tanah yang belum lunas atau dibayar secara 

angsuaran. Apabila dibuat secara lunas maka perjanjian tersebut eksplisit 

merupakan perjanjian jual beli atau dapat dikatakan akta jual beli dan seharusnya 

dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah bukan notaris dan apabila demikian maka 

seharusnya yang diutamakan adalah isi akta tersebut. Penjelasan mengenai 

kekuatan pembuktian lahiriah adalah suatu akta yang lahir sebagai akta otentik 

dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan akta tersebut berlaku sebagai 

akta otentik, kekuatan pembuktian formil adalah akta otentik tersebut dibuktikan 

kebenarannya dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat umum 

yang berwenang, sedangkan kekuatan pembuktian materil pada umumnya akta 

yang dibuat oleh notaris tidak mempunyai kekuatan materil karena akta pejabat 

hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat, 

salah satu akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materil adalah  akta 

yang dilakukan atau dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. 

Pada pokok permasalahan yang telah tersebut diatas, dengan melihat kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 260/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST 

mengenai masalah perbuatan melawan hukum yang ada menyangkut juga 

mengenai perjanjian pengikatan jual beli serta surat kuasa luas yang dibuat oleh 

Notaris dan menurut penulis bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat 

oleh Notaris Soetomo Ramelan, Sarjana Hukum tersebut telah dibuat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana akta tersebut telah 

memuat kepala akta, badan akta dan akhir akta sesuai dengan pasal 38 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan  mengenai wilayah 

kewenangannya yang sebagaimana Notaris Soetomo Ramelan, Sarjana Hukum 

yang berdomisili di Jakarta dan perjanjian pengikatan jual beli nomor 22 yang 
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dibuat di Jakarta dengan objek yang diperjanjikan tersebut yaitu sebidang tanah 

empang seluas 54.300 M2 (lima puluh empat ribu tiga ratus meter persegi), 

terletak di Desa Cibuaya, Blok Ceplek, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, 

Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Desa Cibuaya, Gambar 

Situasi Nomor 45/1975 tertanggal 08 juli 1975. Menurut penulis notaris telah 

membuat akta otentik yaitu berupa perjanjian pengikatan jual beli yang telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Notaris mempunyai kewenangan 

yang tidak terbatas yang selama ruang lingkup cakupannya adalah hukum perdata, 

tetapi dalam hal ini ada yang membatasi kewenangannya yaitu sepanjang 

mengenai akta (apabila akta itu dikecualikan kepada pejabat lain), sepanjang 

mengenai orang (notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk keluarga yang 

berhubungan darah), sepanjang mengenai tempat (notaris tidak boleh membuat 

akta diluar batas wilayahnya, tetapi yang berkepentigan datang menghadap notaris 

itu diperbolehkan), sepanjang mengenai waktu (notaris yang sedang cuti, 

diberhentikan sementara, belum disumpah tidak diperbolehkan membuat akta). 

Jadi, menurut penulis mengenai perjanjian pengikatan jual beli tersebut yang 

dapat dikatakan belum terjadi peralihan hak atas tanah tersebut tanpa dibuatnya 

akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, karena perjanjian 

pengikatan jual beli dibuat mendahului akta jual beli untuk mengikat penjual dan 

pembeli dengan alasan pajak belum dilunasi atau sertipikat masih dalam proses. 
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dimana hakim tersebut menyatakan bahwa notaris yang membuat perjanjian 

pengikatan jual beli tersebut berdomisili di Jakarta, bukan di wilayah hukum 

dimana objek tanah tersebut berada yaitu di kabupaten Karawang, dalam putusan 

hakim menyatakan bahwa perjanjian pengikatan jual beli nomor 22, tanggal 14 

juli 1975 yang dibuat oleh Soetomo Ramelan, Sarjana Hukum tidak mempunyai 

kekuatan hukum. Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris juga menyatakan bahwa notaris mempunyai tempat dan 

kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan dalam pasal 18 ayat (2)  wilayah 

jabatan notaris meliputi wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris 

dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya harus berada ditempat 

kedudukannya, karena notaris mempunyai wilayah jabatan di seluruh provinsi. 
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Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) undang-undang 

tentang jabatan notaris menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan notaris 

dalam wilayah jabatan satu provinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau terus 

menerus, dalam keadaan kondisi tertentu dapat juga dilakukan atau membuat akta, 

dalam keadaan tertentu tersebut bisa dikatakan bahwa dalam daerah tersebut 

belum terdapat notaris yang dapat membuat akta otentik tersebut. Notaris yang 

dilarang menjalankan tugas jabatannya diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 Huruf 

a Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),  Dalam pasal ini 

memberikan suatu penjelasan bahwa notaris dilarang karena untuk menjamin 

masyarakat yang menggunakan jasa notaris tersebut dan merupakan tanggung 

jawab notaris terhadap jabatannya, sekaligus mencegah terjadinya persaingan 

tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Apabila notaris perbuatan 

hukum yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, kode etik dan sumpah atau 

janji jabatan maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi akta dibawah 

tangan. Akan tetapi, dalam analisa penulis sepanjang penghadapnya menghadap 

kepada notaris maka sesuai dengan pembatasan diatas maka notaris berwenang 

dalam membuat perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Oleh karena itu, 

perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris yang berkedudukan di 

Jakarta tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Seperti contoh 

untuk notaris yang membuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas yang 

berkedudukan di Semarang, notaris Jakarta juga dapat membuatkan akta tersebut 

sepanjang penghadap atau para pihak yang menghadap notaris di wilayah 

kerjanya tersebut.   

Suatu perjanjian pengikatan jual beli sebagai suatu perjanjian pendahuluan 

dimana para pihak mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian lainnya. 

Misalnya dalam hal jual beli sebidang tanah dimana calon penjual dan calon 

pembeli setuju untuk melakukan jual beli dihadapan yang berwenang tetapi 

syarat-syarat dan dokumen belum dilengkapi maka para pihak dapat melakukan 

perjanjian pendahuluan. Dalam kasus ini, penelitian ini diteliti menurut peraturan 

jabatan notaris di Indonesia (ordonansi stbl. 1860 nomor 3) bahwa notaris 

merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuatkan akta 
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otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan 

oleh suatu peraturan umum yang dikehendaki dengan akta otentik, sedangkan 

dalam undang-undang jabatan notaris yaitu undang-undang nomor 30 tahun 2004 

menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Jadi, notaris dapat membuat akta 

otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan 

perjanjian jual beli biasanya diikuti dengan pembuatan surat kuasa. Dalam kasus 

ini terjadi pada tahun 1975 dimana belum muncul adanya larangan mengenai 

kuasa mutlak yang muncul pada tahun 1982 yaitu dalam surat kuasa mutlak yang 

diatur dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 14 tahun 1982. Apabila diteliti 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini yang 

menyatakan adanya larangan kuasa mutlak dalam hal peralihan hak atas tanah 

maka kuasa luas tersebut merupakan kuasa mutlak dan hal tersebut dilarang untuk 

dibuat. Akan tetapi, dikarenakan kuasa luas tersebut dibuat pada tahun 1975 maka 

belum terjadi larangan adanya kuasa mutlak dan memungkinkan notaris untuk 

membuatkan akta tersebut, sebagai jaminan atas tanah yang menjadi objek 

jaminan tersebut. Penerima kuasa dalam kasus ini dapat dikatakan surat kuasa luas 

tersebut adalah bukanlah  kuasa mutlak dimana dalam surat kuasa luas tersebut 

terdapat kalimat  “penghadap menerangkan bahwa kuasa yang diberikan dalam 

akta ini tidak dapat dicabut kembali sebagian atau seluruhnya pula tidak akan 

berakhir  karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan 

mengakhirkan suatu kuasa, karena pemegang kuasa untuk mengesahkan tindakan 

pemegang kuasa berdasarkan kuasa-kuasa yang diberikan dengan akta ini.”  

Karena terdapat unsur tidak dapat dicabut kembali maka akta ini tidak serta merta 

mejadikan kuasa tersebut digolongan sebagai kuasa mutlak, sepanjang di 

dalamnya tidak mengandung unsur mengenai pemindahan hak atas tanah yang 

memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan 

menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut 

hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya, dan apabila kuasa yang 

tidak dapat ditarik kembali itu diberikan tidak dalam rangka suatu perjanjian yang 

objeknya bukan tanah. Maka tidak serta merta kuasa luas tersebut merupakan 

kuasa mutlak, karena untuk sekarang ini telah terjadi larangan atas adanya kuasa 
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mutlak mengenai pemindahan hak atas tanah. Persyaratan pemberian kuasa yang 

tidak dapat dicabut kembali apabila pemberian kuasa tersebut merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan 

hukum yang sah dan kuasa yang diberikan untuk kepentingan pemegang/penerima 

kuasa. 

 Dalam hal analisa penulis mengenai kuasa luas yang oleh Notaris 

Soetomo Ramelan, Sarjana Hukum yang berkedudukan di Jakarta telah sesuai 

dikarenakan dalam prakteknya pembuatan surat kuasa luas merupakan satu 

kesatuan dalam hal pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang mana untuk 

melindungi pembeli. Walaupun banyak terjadi ketidakseimbangan antara hak dan 

kewajiban para pihak, pemberian kuasa ini ditujukan untuk kepentingan pihak 

yang menjadi penerima kuasa (pihak pembeli). Dimana penerima kuasa dalam 

kasus ini adalah Drs.Krisna Satya. Dalam hal pemberian kuasa terdapat klausul 

kuasa tidak dapat dicabut kembali karena dengan kekuatan pemberian kuasa, 

walaupun penerima kuasa belum melunasi pembayaran atas jual beli tersebut, 

dapat melakukan tindakan pemilikan dan tindakan pengurusan tanpa persetujuan 

dari pemberi kuasa (pihak penjual),  kuasa yang dibuat tersebut bertujuan supaya 

pembeli dapat mewakili penjual untuk menjual ke orang lain, apabila penjual 

tersebut tidak dapat hadir maka penjual dapat memberikan kuasanya kepada 

pembeli, jadi penjual tidak hadir juga dapat mengalihkan kepada orang lain. Oleh 

karena itu, penulis tidak sependapat dengan hakim yang menyatakan perjanjian 

pengikatan jual beli dan kuasa luas yang dibuat oleh notaris tidak mempunyai 

kekuatan hukum. Karena notaris yang membuat akta tersebut telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan akta otentik.  
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BAB III 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menarik 

simpulan bahwa:  

1. Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris Soetomo 

Ramelan, Sarjana Hukum telah sah  dimana  notaris tersebut 

berwenang untuk membuatkan akta otentik karena pembuatan 

perjanjian pengikatan jual beli tersebut telah di buat berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan pasal 

38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

yang telah memuat kepala akta, badan akta dan akhir akta. Selain itu, 

akta yang dibuat tersebut tidak melawan hukum dan mempunyai 

kekuatan hukum sebagai akta otentik.  

 

2. Kekuatan dan kedudukan surat kuasa luas yang dibuat oleh notaris 

Soetomo Ramelan, Sarjana Hukum telah sah dan merupakan akta 

otentik. Dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli pada 

prakteknya sudah merupakan satu kesatuan dengan adanya kuasa luas 

yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa. Kuasa yang 

diberikan kepada penerima kuasa adalah kuasa yang notariil dan dalam 

kuasa tersebut juga disebutkan bahwa yang dikuasakan tersebut adalah 

hal-hal tertentu. Oleh karena itu penggunaan kuasa masih berlaku 

sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum dan kesusilaan. 
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B. SARAN 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah penulis bahas, maka penulis 

memberikan saran kepada: 

1. Para pihak dalam pembuatan akta otentik yaitu perjanjian pengikatan 

jual beli dan kuasa luas tersebut harus lebih memperhatikan isi yang 

tertera dalam pasal-pasal tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan dan pada saat pembuatan akta otentik diharuskan 

menceritakan mengenai kebenaran atas hak atas tanah yang akan 

diperjual belikan tersebut, sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian 

hari. Akan tetapi, lebih disarankan kepada para pihak untuk melakukan 

pembuatan akta pengakuan hutang untuk melindungi para pihak. 

2. Kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT supaya lebih 

berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Sebaiknya dijalankan sesuai 

dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku agar mencegah adanya masalah dikemudian hari. 

3. Hakim untuk lebih menguasai serba serbi mengenai praktek 

kenotariatan walaupun hakim berwenang untuk memberikan putusan 

mengenai terhadap gugatan para pihak. 
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DRS. KRISNA SAI'Y,'l,,

JakarLa Pusat, clalarn hal ini diwaPili lruasrrnya : Suparno

Hasanrnihard.io, Pengacara PrakteklPena.siiul lLuiturr, berkantor di

Jl. Paledang No.108, Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat

Kuasa tanggal 3 Agusnrs 2002, selanjufnya disebut .. TERGUGAI' ;-

PENGADILA-N NEGERI tersebut ; ---------

Setelah mernbaca berkas perkara : ------------

setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDIJKI{fA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugai dengan surat gugatannya tertanggal i5 iuli 2(102 yang didaftarkan

rli kepaniteraan Pengadilan l'legeri Jakarta Prrqat pada tanggal 16 Juti 2002 dtbalvalr Register Nomor :

260,FDT. G/2002{PN. JKT.ps r relah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

/::,--';;\-
'" "\: 

/---\4' 
\DUDtiK sg:q;r i 

- -;--i\*\

l ' , " i , r . ; . i . ; - ;  i  \?11
l :  L ' . i ' i - . - i t  ! . .  t '

1' Bahwa Erurnfi: uin TARJAN (almarhum) adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang t4nahta. , . '  \ - ' - -

empang seluas 54.300 M2, terletak di Desa Cibuay4 Blok Ceplek, Kecarnatan Pedes, Kabupaten

Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Mift No.106/Desa Cibuaya, Gambar Situasi

No.45/1975, tanggal0S Juli 1975.

2. Bahwa atas tanah empang tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VII DJp Jawa Baraf

telah menerbitkan SPPT No.32.1?.131.009.001-0116,0 atas nama ERIvL\N bin TARJAN

(almarhum) demikian jugaPajakBumi Bangunan (PBB) dibayar tiap tahun olel penggugat.

3. BahWaPengcrt lnat  zdalzh selelrr  ahl i  
- ,o io,{ . ;  - t*^. . t^ . .*  

r :nr , . , { \ rL:--  6rnyi \y rTinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012



'1' Bahwa Tergugar mempunyai usaha dibidang jasa, yairu memberikan

masyarakar urnuln.

plrua.rnanuang kepada

5' Bahwa semasa iridupnl'a pada bulan Juli l9?5 ayah Penggugat (alamarum ll.ltMAN bin TARJAN)

telah meminjam uang sebesar Rp'1.000,000,- (satu jua rupiah) kepada l'crgugat dan selaqiutnya

sehubungan dengan pinjaman uang torsebul, atas permintaan Tergugat licrnudian ayah penggugat

menyerahkan sertifikat Hak Milik No.106.lDesa cibuaya, Gambar'situasi No.45/l 975, tanggalgg JuJi

1975, atas nama ERlr,fAN bin TARJAN (almarhum).

6' Bahwa pada wal'tu yang bersamaan setelah Tergugat menerima asli sertililiat rrrilik ayah penggugaq

Tergugat merninta ayah Penggugat menandatangani perikatan jual beli cl;in surat larasa luas dan
Tergugat mengakkan sebagai formalitas jaminan hutang.

7' Bahwa ayah Penggugaf semasa hidupnya telah beberapa kali menemui'l'crgutat unruk memenuhj
kewajibanrrya melunasi hutangnya sebesar Rp.1.000.000,- guna menebus scri.ihkat miliknya narnun
Tergugat selalu mencari'cari alasan clan menghindar dari ayah pengguga! atcs perbuatan Tergugat
tersebut ayah penggugat menjadi sakirsakitan dan akhirnya meninggar dunia.

:,""?.ffi" 

Penggugat meninggal dunia pada tahun 1993, penggrrgsar rnendatangi Tergugat

i 
hutans ayahnya sebosar Rp.r.000.00e- (satu juta *rpiz.h) cian mcminta jaminan

1

milik eyah Penggugatnamun Tergugatmenolak dan m*'gatakan bahwa tanah-

{anah tersbbrit'ltelah dijual oleh ayah Pengg'gat kepada Tergrrgaf tetapi .fergugat 
tidak dapat

men',rn-iukkan kapan akta juar beli afas tanah empang tersebut dilakukan.

9' Beihwa Penggugat telah berulang kali berusaha menemui Tergugat untuk mcrrii'ta asri sertifikat m'ik
ayah Penggugal namun Tergugat terus menghindar dan monolak menycralilian sertifikat tergebut
kepada Penggugal' karenanya perbuatan Terg'gat tenebut morupakan perbuatrn melawan hulum.

10' Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan temyata dengan akal licik T.o'gugat telah mengakui
seolah-olah selnl'rr nemiliL ^+^^ ̂ ^L:r-- - .Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012



Beli No'22' tanggal 14 J'li 1975, masing-masing dibuar oleh Notaris soE]Tlfvlo RAMELAN, sI{, r
Jakarta.

1l ' Bahwa Penggugat sa'gat terkejut karena ayah penggugat semasa hidupnl,l
datang menghacrap Notaris soEToMo RAMELALI, sH, di Jakarta,
menandatangani akta_akta iersebut.

li(lak pernah kenal dar

unn* membuat da,

12' Bahwa proses pembuatan akta nohris tersebut tidak sesuai dengan ketenrr:an-rietenfuan hukum yanp
berlahl karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.

i3' Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku surat kuaqa ruas untuk nre.jual atas tanah tidak
dibenarkan dan beflentangan dengan undang-undang dan dengan meninggarnya si pembeii kuasa
(almarhru* ERMAN bin TARJAN), karenanva surat Kuasa Luas No.2.3, k*rggal 14 iuli 1975
menjadi gugur.

L4.Bahwa berirubung penggugat telah berulang kali menegor TergUgat untuk scgera menyerahkan asli
sertifikar hak miiik, milik alah pengguga! namun Tergugat tetap ddak mengjndaliltarny4 maka besar

;kemungkinan setelah perkari ini mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat totap menunda

;;_ffir$ 
memenuhi putusan dan tidak menverahkan serrifikar milik ayatr penggugat
mencegah terjadinya har demikian adatatr adil rncnurut rrukum apabila Torgugat

harJ kepade-j

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (rrma rstus ribu rupia') setiap
"\-^"Pa111Ee;r4'ryFEat' apabila Tergugat lalai menyerahkan sertifikat h;rk nririk ryah penggugat
tttt"t'ii'mm#n sejak putusan mempunyai kekuaran hukum tetap.

15' Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diclasarkan pada bukti-bukti yang <-rrc'r.iri, karenanya rnorro'pufusan dapat dilaksanaka4 lebih dahulu walaupun ada verzef Banding r(aur.si atau upaya hukum
lainnya.

PER\{OHONAN:

R-:^^--r-- Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012



Pn![Er:

l. Mengabulkan $rgatan penggugat seluruhnya.

2' lvlenyatakan ayah Pengugat (alamarhum EITMAN bin TARJAN) selalru pemilik yang sah afa

sebidang tanah empang seluas i4'3001v'I2, Sertifikat Hak lvfilik No.106/Desa (,tibuaya, Gambar Situas

No'45/1975, Tanggal 08 Juli 1975, terletak di Desa Cibuay4 Blok Ceplclc, Kecamatan pedes

Kabupaten Karawang Jawa Barat.

3' Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pc'ggugat.

4' lt{enyatakan suat Ku:ua Luas No.23, tanggal 14 Juli 1975, antara ayah penggugat (almarl*'r

ERLIAN bin TARJAN) selaku pemberi kuasa dan Tergugat selaku penerinra kuasa yang dibuat oleh

Notaris soEToMo R' 'N'IELAN, sH, di Jakarta adalah gugur/batat demi huku*r atau setidak-tidakny;

ticlak mempunyai kekuatan hukum.

5' Menyatakan perjanjian perikatan Jual Beli No.22, tanggal 14 Juli 1975 vang dibuat oreh Notarir

soEToMo RavELAt'I, sH, di Karawang adalah bertentangan dengan huliuin atau setidak-tidaknya
tidak mempunyai kekuatan hukum.

yang diberikan hak untuk itu segera menyerahkan asl

Gambar Situasi No.45/1975, l.anggal 0g Juli 1975, atas

kepada Penggugat selambat-larnbatnya g (delapan) han

danlatau pihat lain

106/De.sa Cibuaya,

ARJAN (almarhum)

s eteldh puns ai{uc apkan.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

ribu rupiah) kepada penggugat setiap hari, apabila Tergugat lalai

Milik, milik ayah penggugar (almarhum ERMAN bin TARJAN).
'.

,f

L Menyafakan pufusan ini dapaf criiarankan terrebih dahulu waraupun ada V$r?$[,

up ay a hukum lainnya (uitvoerbaar bij voonaad).

sebesar Rp.500.000,- (lima rahx

menyerahltan asli Sertifikat Hal.

/f,t-'

Eanding Kasasi atau
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SA[,INSubsider :

Ex aequo et bono, apaliila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seariii-:ulilnya ; --*------

Menirnbang b;dtrva pacla irari persidangan yang ditetapkan, kedua bulrl pihak hadir, unfuk
Penggugat datangmenghadap stefanus Gunawan, sH, MSc., dari Kantor pengacam stefanus & Reka4
dan untuk rergugat datang mengrradap kuasanya suparno uasa.-rmitrira3o ; --________

Menimbang barrwa Majelis Hakim terah berusaha nrendamaikan

berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pernedksaan perkara dilanrju&an

kcdua belah pih;rk yang

<ir,ngan pembacaan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat 

; ____

iV{enirnbang bahwa

tertanggal 22 Agustns 2A02,

L

I

terhadap gugatan penggugat

sebagai bErikut :

tersebut, Tergugat tci;ih niengajukan Javraban

Jarvaban Caiam Konpensi

Bahwa benar' dulu Erman bin Tarjan adalah pemilik empang sHM No.106 l)ss:r cibuay4 Kecamatan
Pedes' Kabupaten Karawang Prcpinsi Jawa Bara! GS No.45/1975, luas 5,4-i IIa. Tetapi berdasarkan
Akta Perikatan Jual Beli tanggal 14 Juli 1975 No.22, dibuat oleh/dihadapan soetomo Ramerar\ sE

i*o** 
tersebut bukan r€i milik armarhum Erman bin 1.arjan, merainkan milik

l
I

tersebut Erman bin Tarjan disebut "pihak perfamarpcnjuar',, Krisna satya

' Dan sejak tanggar itu empang tersebut secara funai terah diserahkan'., 'i.,,:.:1.i-1.,'.,,[ --Js rqrEg'u r]u empang tersebut secara funai telah diserahkan
orcn'p1t-lyffiuian kepada Tergugat dan harga empang iru sebesar lr.p.1.900.500,- re'h
diterimakan oleh rergugat kepada Erman bin Tarjan. Bcrsamaan dengan pcnrbuakn Aku iru, buku
serrifikar Hak lwik ruo. too Desa cibuaya diterima Tergugat dari Erman bin .I.iujarr.

7' Bahwa empang lersebut sejak Juli 1975 digarap/dikuasai sendiri oleh Tergugat sampai Agushu 19g4.
Dari 1 september 1984 sampai I september 1995 disewakan kepadasdr. Kim chai, pendud'k Dusun
cemarq Desa cemamjaya,Kecamafan Pedes, Kabupaten Karawang pBB atas tanah tersebut dibavar

beli"
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iSALIN
Menyewa No.49, tanggal 2J Januari 1989, dibuat oleli Ida Rosyid4 SFI, Notiuis di Karawang, pasal

5).  
i

i

3. Bahrva setelah ntasa selva rnen]'erva enpang ini habis pada I September' 1995, maka masa sewa

menyewa empang ini dipelpanjang untuk masa 2 (dua) ahun, eampai dengan i September 1997 Mde

Perpanjangan Sewa Menyewa No,33, tanggal 12 Januari 1994, pasal 1), Dcngan perpanjangan Masa

Pe{anjian Sewa Menyewa No.83, tanggal 26 Juni 1997, dibuat oleh Mustof4 Notaris di Karawang

nlasa sewa monyowa di perpanjang lagi selama 3 tahun, dari 30'september i997 sarnpai 30 September

2000. Masa sewa menyewa diperpaqiang lag sejak 1 rJktober 1997 sampai 1 Oktober 2000, dengan

Perpanjangan fuIasa Sewa Menyewa tanggal 17 September 1997 No.Zl, dibuat oleh Musthofa^

Notaris di Karawang.

4' Bahwa tidak benar Tergugat punya'bisnis memi{am-minjarnkan uang kepad:r rniis5,arakat urnum.

5' Bahwa tidak benar Erman bin Tarjan bcberapa kali atau bahkan cuma satu k;rli pcrnatr bsrusaha untuk

membayar piqjamannya Rp.1.000.000,- kepacla Tergqgat. Empang itu tctair dijual dengan h4rga

Rp'i'900'000,- dan tidak benar Penggugat-Penggugat telah berupaya rurtuh membayar qtang Erman

bin Ta{an. Tergugat tidak pernah memberi Erman pinjaman.

6uE\6' BahwV/r1$li'{+tSd$qg" 14 Juli 1975 No.23, klausula rerakhimya bertunyi : .,penghadap
!: -'/ t ,-.:- i \1;\

f-t{u{11,@ 
P4 fh*) menerangkan bahwa knasa-luasa seperri cliberikan dengan akra ini

\ ._\ , t : - -J.- ,1 ;  l l
tid"k )htu'f.diFbiijqfl 4Eryryryy'"li baik sebagian atau seluruhny4 pula tidak akan trerakhir karena sebab-

.-.=:J;r/sebab dan biffi", yang menurut hukurn atau kebiasaan mengakhirltail sesuatu kuasa karena

mengenai kuasa-kuasa tersebut telah diaclakan perhitungan selengkapirya, pun pemberi kuasa

mengikatkan kepada pemegang kuasa untuk mengesatrkan tindakaa pemcgllg kuasa berdasarkan

kuasa-kuasa yang diberikan dengan akta ini clengan ikatan menurut huku*r.,, I(etentuan ini adalah

hukum yang khusus (lex specialis) mengikat Erman bin Tarjan dan Tergug at. L.agspula Kuasa Luas itu

:,::::" 

dipisahli'an dari ketentuan pasal 7 dan s Akta Perikaran Juar ilcli ranggal 14 Juli le75
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Bahwa dengan dernikian prosedur pembuatan baik Akt, perikatan Jual Beti nlaupun ou^: Luas yang
hersanglmtan tclah dipenuhi' oleh klrena itu ddak ada ketentuan hukum yang rcrah rt'anggar.

Bahwa dengan ini Tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat-penggugat 
kecuari yang.engan

tegas diakui kebena:"annva.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebuf di atas dimohon agar Majelis Hakim beilicnan memutus perkara
ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan penggugat Konpensi ;

2' Mengirukum pengugat Konpensi supaya membayar ongkos perkara.

. Dalam Rekonpensi

1' Bahwa scmua yang telah <likemukakan dalam bagian konpcnsi dianggap tcr'rr dimasukkan daram
bagidn ini.

Bahwa pada 27 Mei 2000 Ny' caris binti KarjayE ishi almarhum Erman bilr Tarjan, bcrsanra-sama

ffiS$"\'Mengupayakan 
agar tanah tarnbak seluas + 53 Ha berserrifikar nomor 103 s,d

106 - Tergugat) a.n. si pemberi rqrasa berarih haknya semula, yang sekarang
Krisna safya dan sugrana alias Kimrcai., pada 2z .rruri 2000 Drs. suhardi

":'h]{t--**** 

itu kepada sdr' Parlin sinaga, sH. 'lchusus,, unruk mengajukan gugatan
___ 

-,vr.sus uu. rdl.llll Dllll

terhadap Drs. Krisna Safya dan Sugiana alias Kim Cai.

3' Bahwa kua'sa substitusi Tergugat Rekonpenri itu bukannya langsu'g rnenggugat pe'ggugat
Rekonpensi dan sdr' Kim cai" melainkan "berputar" dengan lebih dahuru mernmgg' sdr. Kim cai _Penggugat Rekonpensi tidak clipanegl - agar sdr. Kirn cai menghadap kc kanror parlin sinaga, sHpada tanggal 11 Juli 2000 untuk "didengar' duduk persoarannya yang sebenarnya serfa untuk

ma*na*^L l ,^- . - : -

7.

8.

v.

I.

1ru+/._
2 GainbaE
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5.

4. Bahwa pada i I Juli 2000 Sdr. Edr bin Suntara dengan "pasukarurya" menyerobot empang umunnya

seiuas * 53 I{a ifu lterrnasuk empang sengketa) dan empang itu lepas dari psnguasaan penyewa Sdr.

Kim Cai. Empang sengketa akhirnyajatth l.:e hngan para Tergugat Rekonpcrui sampai sekarang.

Bahwa atas perbuatarurya itu Sdr. Edi bin Suntara diputs berslah telah mel;rnirgar kete$uan khasnya

pasal 6 eyat (l) Undang-Undang No.51 Prp. Tahun 1960 oleh Pengadilan Ncgeri Karawang dengan

purusannya tanggarl 17 April2000 No.i5,/Pid.IU2001/PN.Knv. dan ia dipidana dengan penjara selama

2 (dua) bulan, Putusan ini dikuatkan oleh Pcngadilan Tingg Bandung dalam pufusannya

21 Agusrus 2001 No.2301pid/2}W/pr.Bdg. putusan ini telah ,,in kacht".

Bahrva dengan lepasnya empang tersebut dari tangan Sdr. Kim Cai maka pcnggugat Rckonpcnsi harus

mengembalikan uang sewa dan Penggugat Rckonpensi kehilangan pengfiasilin tlari cmpang ini.

7- Bahla bila ernpang ini digarap sendiri, maka dari setiap I Ha untuk masa selama 6 bulan dapal

meitghasilkan 5 kuintai ikan bandeng. Jadi setiap masa 6 bulaq cmpang senglicta dapat menghasilkan

5,43 Ha x 5 kuintal ikan bandeng :27,15 huintal ikan bandeng.

Bahwa unn:k menjamin gugatan ini dimohon agar Majelis Hakim berkenan mcletakkan lltu.ir*in*

para Tergugat Rekonpcrui, yang jenis dan lokasinya akan disruulkan. agar

dapat dilalsanakan lebih dahulu sekalipun ada verze! banding dan lain-lain.

6.

. ' ' - . .  \ - : , :_: , : l : . / .  
. .  

- ,  j

'q$*]r4.l9"ebut 
dimohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar sebagai

1. Mengabulkan semua gugatarrpenggugat Rekonpensi ;

2' Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang telah 4ilalirik;rn oleh pengaclilan.

3. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi melanggar hukum ;

4' fuIenghukum para Terg"gat Rekonpersi dan/atau orang lain yang mendapar liak dari mereka agar
Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012
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5.

'l

Menyatakan, Penggugat itekonpensi telah kehilangan penghasilan unruk seriii) nlnsa 6 bulan terhirung

sejalt Juli 2000 sampai empang tersebul diseratrkan kepada Penggugat Rckonpensi, seuafryat< 27,15

kuintal ikan bandcng ;

Mengltukum para Te|gugat Rekonpensi unruk membayar kehilangan penpfriisilrn tersebut (sebanyak

27'15 kuintal ikan bandeng untuk setiap 6 bulan) terhiarng sejak Juli 2000 sar'pai empang sengp.eta

diserahkan kepada penggugat Rekonpensi ;

lvlenyatakan untuk nielelang di muka umum barang-barang yang telah disira rersebut jika Tergugat

Rekonpensi tidak dapat memenuhi kewajibannya itu ;

8 lvfenl'atakan, putusan inirl apat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun adaverze!,Lrfinding dan lain-lain ;

9. Biaya pe*ara menurut hukum : ------__:_-______

lvlenimbang bahiva teriradap jarvaban Tergugat tersebuf Fenggugat rcleh mengajukan Replik

tertanggal 10 Oktober ZA0Z;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan Duplik ; _-____*___,--_____--_-__-

unluk membuktikan daril-datil gugatannyE penggugar t*rah mengajukan bukti

t Hak Mlik No.106lDesa cibuay4 tanggal g Juli 1975 arrs 
',:una 

Erman bin Tarian
(diberi tanda p. 1).

Foto copy surat Keter'?ng^ Pendaftaran l.anah No,i32lI(PT/2aal,hnggiil ?6 oktober 2000. atas
nama Erman bin larjan (diberi tanda p. 2).

Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan PBB) rahun 2000 No. spp,t. (Nop) : 32.17.13r.
009.001,011 6.a, ahsnama wajib pajak Erman bin Ta{an (diberi tanda p. 3).
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7.

8.

5. Foto copy Pajak Burni dan Bangunan (PBB) rahun 2002 No. SppT (NOp) :32.1:/.13L.

009.001.0116.0, atas nama rvajib pajak Erman bin Tarjan (diberi tanda p. 5),

6. Foto copy Alita liuasa Luas No.23, tangga! 14 Juii 1975, dibuat oleir ctar dihadapan Notaris

SOETOIV{O RA\4ELAN, SH, di Jakarra (diberi tanda p. 6).

Foto copy Surat Keterangan kepala Desa Cemarajaya No.493/1871DS, tangg,:d 6 September ZA02

(dibed tanda P. 7).

Foto copy Warkah Sertifika( Hak Milik No,l06iDesa Cibuaye tangeal 8 Juli 1975 atas rnma Erman

bin Tarjan (dibari tanda P, 8).

9' Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal2l Nopember 2000, yang telah diketahui/dibenarkan

olsh Camat Kecamatan Cibuaya No.474/53lKec, tanggal 16 Februari 2001 (dibcri tanda p. 9).

Surat-surat bukti tersebut telah <iiberi materai secukupnya, d.imana buhti I,. 2;p.3; p. 4; p. 5; p.

7; dan P' 9, tslah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti P. 1; p. 6; clan p. g tidak ditunjukkan

aslinya di persidangan ; -------- __:--*--__-_

memperkuat sangkalarurya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti

di Jakarta (diberihnda T. 1).

Foto copy Surat I(uasa Luas No.23, tanggal 14 Juli 1975, dibuat oleh da:r dihadapan Soetomo

Ramelan, S[ Notaris, d^i Jakarta (diberi tanda T. 2),

Foto copy Perjarrjian serva Menyewa No.49 tanggal 5 Januari lggg, dibuilt rlihadapan Ida Rosida

Surynna, SII, Notaris di Kar.awang (diberi tanda T, 3),

2.

J.

4' Foto copy Perpanjangan Sewa Menyewa No,6 tanesal 10 Mci 1995- dihuar rrlclr Ide Rosirla srr^raneTinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012
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5. Iroto copy Perpaniangan lvlasa Perjanjian St:wa Menvewa No.83 tanggal 26 .luni 1997, dibuat oleh

Mustho{'a, SI-I, Notaris di Karawang (diferi.tanda T.5).

Foto copy Perpairjangan fuiasa I'erjanjian Sewa lv{enyewa No.21 tanggal l7 tiuptember 1999, dibuat

oleh Musthofa, SH, Notads di Karawang (diberi tanda T.6),

7. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2000 (diberi tanda 1'.7).

8. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa Substitusi dari Drs. Suhardi kepada Piir[n Sinaga, SH (diberi

tanda T.8).

9. Foto copS' surat No. 3llPdt/PSn/y2000 tauggal 1 Juli 2000 (diberi tanda 'f.!)).

10. Foto oopy Pufus:rn No. 15/Pid.fV2001/PN.Kru l,anggaliT April2001 (<libeii trnda T.10).

11. Foto copy Pufusan Pcngaclilan Tlrggi Bandung No.230lPid/20011PT. Bclg targgal 21 Agustus 2001

(diberi tandaT.li).

12. Foto copy Instruksi Meneteri Dalam Negcri Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 (diben

Sura:l-sru.al.bt*#iersebut telah cliberi materai secukupny4 dimana bukii T.1 ; T.2 ; T. 3 ; T.4 ;

P.5; P. 6 ; P.10 ; P.11; dan P.13, telah disesuailan dengan asliny4 sedangkan bukti P.7 ; P.8 ; P.9 ; dan

P,12 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan ; ---------

tufenimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis,rPenggugat.juila rnengajukan saksi-saksi

yang mana saksi-saksi pada pokoknya rnenerangkan sebagai berikut :

1. Saksi S'IIDARhIO BIN D.{SWAN (dibawah sumpah) :

tanda,{,tti)J*.;r.
h/;'t' i--- 

- 

-i\-o\\

l i : {  i  , . , . t , , i \2\
13. Fotb r"py S$tbrrylh#^Caris binli Karjaya tertanggal 10 Agustus 2002 (clitreri tanda T.13).

, .. ..., ..-_i::_; ,/., ,,!

glLatr-} \ . . .
l - ' -  .Y- ' . \

Bahwa saksi rnengernl Penggugat dan Tergugat ;
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Baltwa trenar pada tahun 1975 bapak dari Walsiri yang bemama Enriirr bin Tarjan rneminjam
I

uang kepada lirjsna sebesar Rp. i.000.000,- (safu juta rupiatr) dengan .ianji pada saat panen

nkan dibal'ar oleh F,rnan bin Tarjan sebesar Rp.1.500.000,- (satu jrira lirna ratus ribu rupiah)

dengan jaminan Sortifikat tanah No.106 I

Bahrva 1'ang tr{adi pada waknr jm adalah pinjam meminjam uang bukarr -lual beli ;

Bahrva Errnan telah meninggal clunia pada tahun 1993 ;

Bahrva saksi pemah.ikut bemama

Cempaka I)utih Jakarta sebanyak

setresar Rp. 1.500. tt00, - tetapi tidak

menyatakan tidak mau menerima

Ennan serta anaknya Warsiti kc rur':rh Ieisna di claerah

2 kati untuk menebus Sertifikat rlcngan membawa uang

pernah bertemu derrgan Krisna. cl;in rrielalui istrinya Krisna

tebusan tenebut karena serrifiliat suciah diiarninkan oleh

Krisna di Bank ;

2. Saksi EI\DI S. LADI S.ApUl'IlA (dibawah sumpah) :

Bahrva saksi adalah Seketaris Kelurahan Desa Cemarajaya

seperti tersebut dalam bukti p. 7 adalahErman trin l.aqjan ;

tlpet{a.Y/r*rf buku Lener C DesaCemarajaya, tanah Ermiur bil l'arjan tersebut belum

ad}.pen&lihifi'hak kepacla orang lain ;

Menimbang baliwa dalam perk^ra ini Tergugat tidak mengajukan saksi

kemudianPenggugat dan Tergugat telah mengajuiien Kesimpulan masing-
Menimbang,

masing tertanggai 31

lrlenimbang,

akan diajukan rialam

bahlva

Maret 2003 ;

bahwa selar{utnya baik penggugat maupun Tergugat fl€nyn6q3n tidak ada lag yang

perkara ini dan akhirnya kedua belah pihak memohon putus;r. ; ---__**_
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TRNTANG HUIflIMNYA :

DALA.h{ I(OM'IINSI :

h{enirnbang, bahlva maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagairuana diuraikan tersebut

di at.rs :

lv'Ienirnbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

t. IJahrva Erman bin Tarjan (aimarhum) adalah sebagai pemilik yang .slii ata.s sebiclang tanah

Ernpang seluas 54'300 M2 terletak di Desa cibuaya, Blok cepiek, Kecanatan pecles.

Itebupaten Karawang, Jawa Barat, benlasafkan sertifikat_Hak ]v{ilih No.106lDesa cibuaya,

Gambar Sihrasi No.45/1975 ranggal g. Juli 19?5 :

?' Bahwa Petrggugat atlaiait selaku ahli wads tlari almarhum Emmn bin 'l';:r.ja' ; -:----*-

lvlenimbang, bahwa ctalam jawabarurya Tergugat mendalilkan parla pokoknya tanah sengketa

tersebut dahuju nrilik Ennan bin Ta{an' tetapi berdasarkan Akta perikatan Jtral }3cli tanggat 14 Juli 1975

,, 
*i:t+F'.?.Y.1:F^ karena dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Te.rr4ugar. mlka sesuai lukum

pembuktilrn-tlQp.aoliti'e.gugat telbeban membuktiltan daiil gugatannyq sebaliknya kepada Tergugat
terbeban pula rnembuktikan clalil sangkalannya; _______

Menirnbang bahwa untuk membuktikan clalil gugatannya Penggugat mcngajukan surat-surat bukti
yang diberi tanda rr' 1 sampai dengan P. 10 serta ealGi-eakgi bernama sllDARi!,I0 IIIN DASWAN dan
ENDI S' LADI SAPUIRA seclanglian untuk mempertahar*an sangkatanny;r'I'crgugat telah mengajukan
surat bnkti yurg dibcri [anck 'I,. I sanpai dengan T. 13 ;

No 22r.ry-ffif_,#ldapan soetomo r{amelan' sI{. empang tersebur bukan r;rp.,i rrrilik almadrurn Ennan
uir'f aJ'6irif nrenidf A*Tergus^t:------------i;?ryiT.Y'lh\.

) ' )
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it'Ieninbang, bahwa <lari pemeriksaan persidangan berdasarkan surat gugatrn, jarvaban, Replik,

Duplik clan surat-strrat bukti y;rng diajukrn keOua belah pihah yang berperkara, reinh terciapat'fal..,ta-fakta

yang clialruiJ,ait.u :

1. Ralrrva berdasarkan ScffiLut llak lr{ilik No. l06lDesa Cibual,l tanggal g Juli 1975,

Ennan bin Tarjan teroafnt sebagai pemegang hak atas sebidan-q ranah Empang seluas

i4.300 fuI2 terletak di Desa cibuaya, Blok ceple\ Kec;unat:rn pedes, Kabupaten

Karawang, Jalva Barat ,

Bahwa atas tanah sengkota tersebut alnrarhum Erman bin Tarjan (ayah penggugat) dan

Tergugat te'lah dibuat Akta Perikatan Jual Beii No.22 tanggal 14 .Iuii 1975 dan surar

Kuasa Luas tanggal 14 Juli 1975, semuanya dibuat diharlapnn Notaris soetorno.

Ramelan, SH, Notaris di Jakarta:

I]ahn'a Ircnggugat adarah atrri waris dari alma'h*m [,rman bi' .l'ar.i;ur 
:

BalNva kemudian tanah senglteta tersebut oleh Tergugat telah clisnvakan kepada pihatri

lain;

lr,Ienurut Penggugat :

Ilahvra sernasa hidupnya pada bulan Juii 1975 ayah Penggugat (alrnlr{runr Erman bnr ,I.arjan)

telah rneminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- unrtrk itu ayah penggugat

menyerahkan sertifikat Hak Mlik No.106/Desa cibuaya" Gambar siru;rsi No.45/1975 tanggal

8 Juli 1975 atas nama Erman bin Tadan ;

4.

SALXN
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miliknya, tetapi Tergugat selalu mencari alasan dan menghindar dari ayah penggugar, atas

perbuakn I'elgugat lerscbui ayah'Penggugat menj:rcli sakit-sakitan ci;rir akhirnya meninggal

dunia ;

Bahlva setelait ayah Penggugat meninggal dunia tahun 1993, Penggug:rt mendatangi Tergugat

untuk tnelttnasi hutang ayalutl'a dan meminta jarninan Sertifikar ran;rh L,mpang milik ayal

Pcnggugat, namun Tergugat menolak dengan mengatakan tanah &:rsct;ut tolal dijual ayal

Penggugat, karenanya perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbrml:[r melawan hukum : ---

Menruut Tergugat :

Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik tanah senglieta, karen;r ta*ah sengketa tersebur

telah dibeli dan menjadi hak Tergugat berdasarlian Akra perikatan Jrrd lleli No.22 ranggal 14

.Tuli 1975 dan Surat Kuasa Luas tanggal 14 Juli l9T5 No.23, semrunj,a dibuat dihaclapan

Soetomo Ramelan, SF! Notaris di Jakarta:

lvlenimbang, bahwa dari perselisihan hukum tersebut, maka yang h;[us djselesaikan ialah :

siapakah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah Empang seluas i4.300 N,,IZ 1,;1n* terretak di Desa

Cibuaya,

Gamb ar'S iru a5i: NC{V-lf fJ''- -.7=,)/
8 Juli 1975, sebagai pemegang haknya adalah Erman bin Tarian. Hak

Mlik atas tanatr{ersib'k{",urutdari konversi dari Milik Ada! perril No.5aj.D/II.Kikirir ( c ) No.l662 ; -

Menimbang, bahrva Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersetrut arJllah sebagai miliknya
berdasarkan Akra Jual Beli No.22 tanggal 14 Juli 1975 dan surat Kuasa Luar-s No,z.l ranggal 14 Juli 1975
semuanya dibuat dihadapan soetomo Ramelan, sH, Notaris di Jakarta 1bur* T. l rlnn -t,2 /p.6) ; ----

Merftrbulltarr bahw$ sulnnJuUya tirnbul pgrtflnyaAn apaksh deng4n hrlrir trau tcrbitnyn A&ur
Perikafan Jual Beli (T' 1) dan siuat Kuasa Luas ff. 2 /P. 6)tersebut terah tesacli peralihan hak atas tanah
sPnaf-Ff q

SAt[N
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Menfuubang bahwa di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 "I'ahrrn 1961 ditenfukan :

Setiap perianjian yang hermaksud meminclahkan hak atas tanah atau meminjam uang dengan hak aras

tanerlt seirag;ri tiurggtrngan, harus dibulctik;ui dcngan suatu Akta yang <libuat rli l:actapan pejatrat yang

difunjuk oleh lr4cntcri Agraria selanjutnya dalanr Peraturan Pemerintah ini disebut (pcjabat). Akta tersebut

benfl*nya ditetapkan oleh iv{enteri Agraria ; --------*--

lvfcnimbang, bahlv;t apabila sengfieta clalarn pcrkara ini tlihubungkan clungan kctsntuan tcrsebut di

atas, rnaka dapat disimpulkan bal*va peralihan atau pemindahan hali atas tanal ad:rla5 sah jika dibuktikan

dengan adan-va akta yang dibuat di hadapan pejabat yang dalam prakteknya dil.ru:rr di hadapan pejabat

Pembuat Al,ta Tanah (PPAT) ;-----------

N4enimbang bahrva Perikatan Jual Beli pada bulci f'. I dibuat di hadapan ..joutomo Ramelan, SI{.,

Notaris di Jakarta :

lr4enimbang lraltla tlahm pasal 4 dari bukti T. I clisebutkan : Pclaksar;rarr jual belinya sebagai

dihanrskan menurut Pffafuran Pcmerintah seribu sembilan ratus snam puluh satu No.l0., akan dibuat <ii

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang benvenang pada waktu yang kr,rnrician akan clitetapltan

sendiri oleh pihak ke-dua/Pembeli ; ------

Notaris yang membuat Akta (bukti T. 1) tersebut berd6nrlsili di Jakarta, bukan

ek tanah tersebut berada 
-vaitu 

di Kabupaten K.araitang ; ___*_--__

Jual Beli, akan tetapi ffansaksi jual beli ata.s tanah sengketa tidak pernah terjarli hnr.(:na Akta .Igal Beli itu

sendiri harus dilakukan di'hadapan Pejabal Pembuat Akta Tanah (ppAT) varrg b,:rkecludukan dimana

tanah itu terletak, yakni di Kecamatan pedes, Kabupaten Karawang; ---*---

Monimbang, bahlva dalam hal ini sejalan pula dongan Yurisprudensi lr4alr.karnah Agung Ropublik

Indonesia No.3045 KlPdt/1991 tanggal 30 Mei 1995 yang menyatakan selnua pongifihan hak atas tanah

harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppAT) ; _-__-__-*

t \

lu

ALli'l

\ t  ' \  l - - : -  -*  
^ 

/ .  / r
i  . '-. 'r..-- ' .: ' :=/;l! :

\IsqLrn6"n 
i,-V,A*r^ 

clari uraian tcrsebut tcrbukfi lahirnya bukti l'. I n ahtrl;un judulnya pcrikatan
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a

Ivlenifirbang, baltwa denlan rJemikian bukti T. I tersebut bukanlah sebiE;rj rrunitetatr terjaclinya
, i

pengalihan hak alas tanah sebagaimana <Jitentukan Peraturan Pemerinrah Non-lor- l0'l'alrun 196l :

ivleninrbang, bahvta selanjutn\Ia Ma-ielis akan mempertimbangkan l(uasa l.uas No. 22 tanggal l4

'ru[ 1975 (bukti 1" 2) .vang dibuat di hadapan Soetomo Ramela4 SH., Noraris cli Jakarta ; ----------*------

Menfunbang, bahrva bukti T. 2 fersebut inti pokoknya Erman bin Ta{an (ayair penggugat) selala,r

pemilik sebidang tanah Empang seluas 54.300 M2. sertifikat Hak Mitik No.106,CIesa cibuay3, Gambar

siruasi tertanggal 8 Juli 1975 No. G's 45i1975 (ranah sengketa) memberi Kuasa Istimewa kepada Drs.

Krisna sab'a (Tergugat) untuk melakukan tindakan antaralain : menjuaV memindahtangankan, termasuk

melepaskan dan menghibahliaa, menyewakan, mengfripotikkan atau membebani tlungan hak-hak jaminan

unfuk mer{amin pembayar;rn lunas sesuahr hutang tcrhadap slapapun .... rlan s(rtcnrsnya, kuasa seperti
ciiberikan dalam akta i'i ticlak dapat clioabut kembali baik sebagian atau se.lunrlrrrya, pula tidak akan

berakhi: karena sebab-sebatr dan dasar-clasar yang menurut hukum atau kebiaslran r*engakfiirkan sesuafu

kuasa . ... dan seteiusnya ; ----------__

h''{enirribang, baitwa dari uraian butr'ti T. 2 tersebuf dapat disimpulkan lagi bahq,a tiuasa yang
diberikan ut*.gl.arjan (orang tua Penggugat) kepada Teigugat sebagai kuasa inurtak yang ridak clapal
dicabut

- !::1;-// :Tahun *r'IYl:lr;9f'dtlatang atau tidak dapat dibenarkan jika kuasa rersslur mengandung uruiur
tidak dapat ditarik kembali oleh Pernberi Kuasa dan kuasa tersebut pacl. h.kcl<atnya merupakan
pemindahan hak atas tanah ;

Ivlenimbang' bahwa karena suafu surat kuasa mutlak tidak dapat dibenarlian lrerclasarkan bukti T.
12' juga telah ternyate jika clihubungkan dengan bukti T. I yang berjudul ,,pcril'ran Jual Beli" dibuar
dalam rangka pemindiLhan hak atas tanah dari Erman Bin Tarjan kepada 'fergugar, rrar rnana terbultti atas
tanah sengketa tersebut setel:rh lahirnya bukti T. I dan T. 2 oleh Tergugat telah clisicrvakan kembali kepada
nf i lnol ; r inr .phaot jnrna^^,1^L., t .+: 'F.  

-  
.  d , .  
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Menimbang, balttva berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bukti l'. J tc1rr,,j6 bukan sebaqaj

bukti adanya peralihan ltal< atas tanah, sedangkan bukti T. 2 telah puta ber{entengan dengan Is'truksi

N{enteri Dai.rrn Ncgc:i l'Jontor 14 Tahun 1982, maka kcdua bukti tersebut hanrsl:rh dinyatakan sebagai

tidak mempunyai kckuatan irukum ; --------*--

Menimbang, balttva sesuai dengan Surat Ketaiangan Kepala Desa Cernara Jaya No.593/lgTlDS,

tangggal 6 Septembcr 2002 (buti P- 7) ternyata tanah Empang sengkcta Serrifik:ar I{:rk Milik No.I06lDesa

cibuaya tidak pernah climutasikan kepacia siapapun rlan tetap masih tercatat atas rl;i'ra llnnan bin Taq'an ;

\'{enirnbang, balttva sesuai dengan surat Kererangan AhIi Waris tanggal 2l Nopember 2000 yang

telah diketahuilclibcnark:rn oleh camat Kecamatan cibuaya No.474l53iKec. I'eng3al 16 Februari 2001 ff.

9), Penggugat adalah ahli rvaris yang sah dari Erman bin Tarjan ; _______

lr4enimbang' baltrva katena bukti T. I rJan T. 2 telah tid{ memnunyai kckuatan hukum, dengan

denikian teriradap sebitlang tanah einpang seluas 54.300 M2 terletak di nesa clibuaya, Blok cepiek,

Kecamatan Pecles, Kcbupaten Karawang, sebagaimana Sertifikat Hak ]vlilik N0.106i,Desa Cibuaya,

Garnbar situasi No'4511975 tanggal 8 Juli 1975 ftukti P. 1) adalah sebagai milik"rr-1a a'lmarhun Erman bin

tidak dibantah oleh Tergugat dalam.ialvabarurya barrwa tanah

dan telah terb'kti hak atas tanah sengfteta sebagai milik pongguga!

maka perbuadnTcidiigat yang menguasai sertifikat Hak Mlik No.106/Desa cibuaya atas tanah empang

(bukti P' 1) tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukunr, karenanya menghukum

Tergugat atau pihak lain yang diberikan hak unhrk itu segera menyerahltan asfi sertifikat Hak Mililr
No'106/Desa cibua-va, cnmbar situasi No.45/1975 tanggal 8 Juli 1975 atas nanra Ilrman birr Tarian

kepada Penggugat ; ----*------

Merrirnbang baiiwa drlarn petitum No.6 Penggugat memohon unhrk rucnyatakan agar sertifikal

Hak Milik No'106/Desa cibuay4 Gambar situasi No.45l1975 atas nama En*arr bin Tarjan tersebut
cliserahkan kepada Pensgrusat selamhatJamh;rtnvr R frielen*-\ hr.i co+-r^tr 

-.,+..^..- .!..-.. ---!-- -Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012



Meninrballg bltlitt'a telltarlap tunnrtan tersebut lr'{ajelis Hakirn berpend;r1::rt adalah.sesuai dengar
' t

ritsa keadilan bagi nr&s\/iirak'll jika dikabullan agar cliserahkan terhitung seia.l: putusa1 perkara in;

lnempunyai kel.,uatan hul:um y,ang tclap ; *-_--_-_---_

It'Ienirnbang, baltlva selanjuurya clalam petirurn No.7 Penggugat msmoltrn ;igar Tergugat dilukun:

membal'ar uang paksa (<1vi'angsotn) sebesar ltp.500.000,- (lirna ratus ribu rupi;rh; setiap hari kepacl

Penggugat apabila T'ergSrgat l;rlai menyerahftan sertifikat Hak IVIiliIq milili a5,;rh |cnggugat (almarhun,

Ennan bin farjan) ;

Menimbang, bahwa sebagainana dipertimbangkan di atas terhadap t;rri*ir sengl,ieta berdasarkar

bukti r' 3' T' 4' 1" 5 clm f' 6 ielah cliservakan oleh rergugat kepada orang lairi. dcngan demikian telal:

nyata adanya itiliad tidak baik ilari Tergugat untuk tetap menguasai Sertifikal llrk lv{ilik No.106/Dese

cibual'a (P' 1)' oleh karena itu terhadap hrntutan agar Tergugat clihukum unluk rnembayar uang paksa

ciapat dikabulkan, akan tetapi rnengenii' jurnlahnya lvlajelis Hakim hanya rrrcng,.bulkan sebesar Rp.
250'000'- (dua rafus lima puluh ribu n piah) unruk setiap hari rergugat lalai r'r:nycrahkan sertifikat Hak

tersebut belum beralasan dan haruslah dinyatlkan ditolak I --_----_

Menimbang, bahwa berdasarkan selunrh pertimbangan di atas, dengan tenpa mempertimbangkan

alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dikatnrltrr^n untuk sebagian dan
menolak selain dan selebihnva ; ------_-__ _---__-_--___:

DAIAM REKo\PENgr :

Menirnbang bahwa Tergugnt Dalam Rekonpensi bersama jawabannva tclarr rnengajukan gugatan
bali*lRekonpensi terhadap penggugat Daram Konpensifrergugat Rekonpensi ; --.-________
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f+&i
Ivfenirnbang, bahwa *arrsurJ dan rujuan gugafan Rekonpensi dari penggirg'rDalam Rekonpensi

. iadalah .sehagaimana diuraikan tersebut cli atas :,_

it'fenimbang baltwa segal;r sesuatu yang tekrlr <iipertimbangkan pacla bagi;rri l<rnpensi, riioper-alih,
sehingga metupakan bagian 1'ang tidak terpisal*an sebagai pertimbangan dalam rekcrnpensi ini ; ---*-----

\'fenirnbang' baitwa inti pokok gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi :rdlhh nrengenai lepasnya
penguasaan atas empang se'gketa clad Kirn cai (penyewa) kepada Tergugat Dalam I(ekonpensi yang
tnengakibatkan Penggugat Dalatn Rekonpensi kehilangan penghasilan yang crariuLl rnasa 6 bulan dapat
menghasiil,.an 5,43 FIa x 5 krvinral ikan bancleng = ZT,l5 kwintal ikan bandeng ; *----_*_-

\,{enir,ba'g, barrn'a crarir penggugat Dalam Rekonpensi tersebut ter'ri
Dalam Rekonpensi crengan menyafakan pada pokoknya tanah empang bur<arr

rlihlntah oleh lcrgugat

nrilik Penggugat Dalam
Itekohpensi, tetapi rrulik l.ergugat l)alarn Rekonpensi ; --_--_____---__--

il{eninrbang balrrva sebagai diakui oleh Penggugat Dalam Rekonpe'.si, tanah sengkefa telah
clisewakan Penggugat Daiam Rekonpensi kepada orang lain yairu sesuai dengan liuhri r. 3, T. 4, T. 5, dan
T' 6 maka ferbukti Penggugat Dalam Rekonpensi telah menyewakan tanah sen$refa tercebut kepada pihak
lain' dengan clemikian tidak terbukti Penggugat Daram Rekonpensi telah mengusahakan sendiri tanah
seneteta)jPhKan empang membesar*an ikan bandeng har mana rsrrrrukri pura daram sruar,4ijjl'X,

).lt?()_\ebutkan 
kalimat " Bahwa bila empang ini digarap senctid ,, 

; ------____

.  /  .  .  r ,

tidak daiat .rn"tii6-uttit6h ctalil gugatarrnya, karena itu gugatan penggugat nirhnr nekonpensi tersebul
harus ditolak ; ----------

Menimbang, bahwa karena

sedan$<an gugatan penggugar Dalam

Pengsugaf l)alam R elronnensi her.rrle

gugatan Penggugat Daram Konpensi tclarr rJikab'rkan sebagian

Rekonpensi clinyatakan ditota( maka Tergugat Dalam Konpensi;
ned:r  n ihr lz t tana Aibalnkl ,__ L-*.^ . { :L, , ! . , . . - .  . . -_G-t ,  _-^--- i -  _. . . .  . .  i  !Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012
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Ivlengingar undang-undang yang bercangkuran riengan perkara ini.
t '

M.ENGADILI:

IJ.A.LAM KONPENSI :

\denyatakan ayah penggugat (almarhum Erman bin Ta{an)

sebidang tanair empang seluas 54.300 M2. se'tifi.kat FIak

Gambar sir*asi No.45l1975 tanggai g Juli 1975 terletak di

Ivlengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -_-----_-

selal(u pcmilik yang sah

lvlilil< l{o.106/Desa Cibu

Desa (libuaya, Blok Ce1

Kecarrratan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat :

lv{enyatakan rergugat telah melakukan per-buatan mslawan hukum : _--

Mertyatakan Surat Kuasa Luas No.23 tanggal 14 Juli 1925 antara ayiih l)cnggugat (Erman

Tarjrm) selaku pemberi kuasa dan Tergugat selaku penerima kuasa y;1ig clibuat oleh Soetc

Ramela4 SH., Not:rris di Jakarta, tidak mempunSrai trrtruutan hukum ; --_-__-____-

it'Ienvatakan Perjariiian perikatan Jual Beli No.22, tanggal 14.Iuii 1975 yangdibuat c

, sI{', Notaris di Jakarla, ticiak mempunyai kekuta'hrrk*m : -------------
:

clan/atau pihak lain yang diberikan hak untuk ii* segera menyerahl

No.I06,1Desa Cibuaya, Gambar. Situasi No.45/1975 tanggal g -
rqi3 e*s-iama Ermatr bin Tarjan (almad'rum) keiracla penggug*t sclambat-latnb:rtnva

(delapan) hari setelah putusan perkara ini menrpunvai kekuahn hukrim tsrap ;

Iv{engl*rkurt Terg'gat untuk membayar uang paksa (dwangsorn) scbcsar Rp.250.000,_ (c

ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pe'trggugat setiap hari" apabila l'ergugat lalai menyer:a6l

asli serrifikat FIak Mirik, milik ayah penggugaf (armarrrum Erman bi'.I.arjan) ; *-**-_*__.

fulenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya i _-___---_-

asli.. Sertifi k;/**ii, rurirf-  
- / . /. .  -  -  . . /

-  . / /
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I )A],.4*N1 REKONPENSI :

- Menolak gugafan penggugat Dalam Rekonpensi ; -___*_

\''fenghukum' Tergugat Dalam Konpensi/P€nggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya
perkara ini sebesar itp. 299.000,- ( dua rarus sembilan puluh sembilan rihu rupiah ) ; ______

Demiltianlah diputuskan clalam P6rrnusyawaratan Majclis Hakim pengadilarr l.,legeri Jakarta pusat
pada hari : sEiYI\ tanggal : 14 APIUL 2003, oleh kami Fi. SAPARUDDIN HASIIILTAN, Sr{, sebagai
Hakim Ketua Majelis, H' I{ERRI swANToRo, sH, lr4F! dan siLVEsrER DJUir,{A, sI{, masing-
ma'sirrg sebagai Hakim Anggor4 pufusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalan Jrersidangan_yang
terbuka untuk umum oleh l{akim Ketua Majelis tersebut rlengan dihad"iri Hakim-Hakirn ,{nggota, dibantu
CHRISTANTO PtrD'rJc)No" sH, i'aniteia Pengganti Pengadilan tersebu! dan crjh;rdirj oleh Kuesa
Penggugat serta tanpa clihacliri oleh fe'gugat afau Kuasarrva.
HAKIN,{-}IAKI]V{ ANGGO].A : HAKIM KE-t.LrA MAJELIS

]tlb bt&-
H. SAPARqppLllHasBuaN, JH

PAMTERA PENGGANTI

#h
Perincian biaya-bia],a :
Materai
Redalsi
Panggjlan sidang
Administasi

Jumlah

Rp 6.000,-
Rp. 3.000,-
Rp. 240.000,-
Rp. 50.000,- +
Rp. 299.000,-

sAt[ffiN

SIL\GSTER DJLI\4A, SII
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PUTUSATT

H oMo B :-1 ltQlEDT/2004/PT. D Kl

DEMI KEADILAN BERDASARKAH KETUHANAN YAi lG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yat)g memeriksa dan mengadil i perkara-

pet.kara perdata dalam tingkat banding, telah metrjatuhkan putusalt

sebagaiberikut dalam perkara antara :

DRS. KRIS}IA SATYA

Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat XVll No. 30 Rt'

009 Rw. 06 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakil i kuasanya :

SUPARNO HASAI'IMIHARDJO berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 3 Agustus 2002, dengan ini memberi Kuasa Subsitusi

Kepada i  MADE GELGEL, SH, MBA & Rekan, Advokat dan

Pengacara, beralamat di Graha Jasindo Li. l l l  Suite 301 Jl.

Menteng Raya No 21, Jal<ada Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

usus tetanggal 24 April 2003, selanjutnSra diselrut sebagai

semula TERGUGAT :

LAWAN:

HlLInrABSrTr Bt HTr ERMAFI

Selaku ahli avrnis dari ERIvIAN bin TARJAN bertindak untuk dan

atas nama diri sendiri dan para ahli waris yang lainnya dari

almarhum Erman bin Tarjan masing-masing bernama 1: Caris bt.

Karjaya 2. Suhaman'bn Frrnan 3. Suhamid bn Erman 4. Suntara bn

Erman S.Ny.Aciah bt  Erman 6.Ny.Warsi tem bt Erman 7.  H.

halimah bt Tasik 8. Ny. Aliyah bt Tasik 9. Ny. Atiah bt Tasik 10. Ny.

Warkinah bt Tasik, berciasarkan Surat Kuasa tanggal 21

Nopember 2000, bertempat tinggal di Dusun Cibuaya ll l  RT. 03

RW. 05 Kelurahan Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Karatrualtg,

dalam hal ini diwakil i kuasanya : STEFANUS GUNAWAN, SH,

MSC dan Rekan Advokat dan Pengacara berkantor di Gunung

Sahari Raya No. 73 C119, Jal<arta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus. " .  .  ' .
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Khusus tertanggal 1 Maret 2004, selanjutrrya disebut sebagai

TERBAN DfNG semuta PENGGUGAT -

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ter-sebut dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan perkara in i ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerirna keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini, seperti tertera cialam salinan putusan

Pengadilan 'Negeri 
Jakarta pusat tanggal 14 April 2003 No.

260/Pdt.G/200zPN.Jl.d.pst., dalanr perkara antara l<edua belah pihak
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
Menyatakan ayah Penggugat (almarhum Ernan bin .Tarjan) selaku
pemilik yang sah atas sebidang tanah empang seluas s4.300 M2.
sertifikat hak Milik No. 1O6/Desa cibuaya, Gambar situasi No.

1975 tanggal 8 Juli 1g7s terletak di Desa cibuaya, Blok ceplel<,
Kecamatan Pedes, Kabupaten Karaurang, Jawa Barat ;
Menyatakan Tergugat telah merakukan perbuatan melaunn hukum ;
Menyatakan surat  Kuasa Luas No.23 tanggal  14 Jul i  1g75 antara
ayah Penggtigat (Erman bin Tarjan) selaku pemberi kuasa dan
Tergugat selaku penerima l<uasa yang dibuat oleh soetomo
Ramelan, sH., Notaris di Jakarta tidak mempunyai kekuatan hukum;
Menyatakan Perjanjian Perikatan Jual Beti No. 22 tanggal 14 Juli
1975 yang dibuat oleh soetomo Ramelan, sH., Noatris di Jakarta
tidak mempunyai kekuatan hukurn ;
Menghukum Tergugat dan / untuk pihak lain yang diberikan hak

untuk itu segera menyerahkan asli sertifikat Hak Milik No. 106/Desa
cibuaya, Gambar $ituasi No. 4bl197b tanggal g Jufi J g7s atas nama
Erman bin Tarjan (almarhum) kepada penggugat selambat-

lambatnya.. . . . . .
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lambatnya 8 (delapan)

l<ekuatan hukum tetap ;
Menghukum Tergugat

sebesar Rp. 250.000,-

har i  setelah putusan perkara in i  mempunyai

untuk membayar uang paksa (dwangsom)

(dua ratus l ima puluh ribu rupiah) kepada
Penggugat setiap hari, apabila Tergugat lalai menyerahkan asli
sertif ikat Hak Milik, mil ik ayah penggugat (alrnarhum Erman lrirr
Tarjan) ;

- Menolak gugatan penggugat u'tuf.r selain dan serebihnya ;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan penggugat Dalam Rekorrpensi ;

;

- Menghukum Tergugat Daram Konpensi / penggugat Daram
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini. sobesar Rp.
299.000,- (dua ratus senrbiran puruh sembiran ripu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte permohonan Banding No.
1 1 8/srt.Pdt.Bdg/2003/pN.Jkt.psr jo. No. 260ipdt,c/2002ipN.Jkt.pst.,

YANg dibUAt OIEh : H. R MOCH. ANTON SUYATNO, SH. M.HUM.
Panitera sekretaris pengadiran Negeri Jakarta pusat, yang

enerangkan bahwa Kuasa Hukum pembandiDg senrula Tergugat
da tanggal 25 Juni 2003 terah mengajukan permohonan bandino

putusan Pengadiran t,regeri Jakarta pusat tanggaf 24 April
3 No- 260/Pdt.G/2002/pN.Jlrt.pst. yang diberitahukan pada tanggal

16 Juni 2003 ;

Menimbang, bahua permohonan banding yang diajukan oreh
Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada
pihaklawan dengan seksama pada tanggal 10 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa kepada pihak pembanding semura Tergugat
dan Terbanding semula penggugat telah diberitahukan untuk
mempelajari berkas perkara masing-nrasing pada tanggal g Februari
2004 dan tanggal 10 Februari 2004' ;

Menimbang.. . .  .
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Menimbang, bahwa pernbanding semula Tergugat telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 16 september 2004 yang
diterinra di Kepaniteraan pengadiran Negeri Jakarta pusat pada ianggat
16 september 2004, dan dengan resmitelah ciber i tahukan kepada pihak
fawan dengan seksama parJa tanggal  10 Februar i20O4;

Menimbang, bahwa Terbarrding semula penggugat te lah pula
menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Maret 2004 yang
diterima di Kepaniteraan Pengacilan Negeri Jakarta pusat pada tanggal
2 Maret 2aa4, dan dengan resnri telah diberitahukan kepada pihak launn
dengan seksama pada tanggal g Maret 2004 ;

TENTANG pERTt fvt BANGAT.| HU KU trlN yA :

Menimbang, bahurla permohonan banding dari
Tergugat telah diajukan dalanr tenggang \aiaktu
syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang

Pembanding senrula

dan diajukan sesuai

oleh karena itu
ohonan banding tersebut cla.pat diterima ;

Menimbang, bahvra p€ngaciilan Tinggi setetah memeriksa dengan
a berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara

meriksaan persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan pengadilan
Negeri Jakarta pusat tanggat 14 Aprit 2003 No.
260/Pdt.G/2002/PN.JK.pst. yang dimohonkan banding tersebut, maka
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan
hukum Hakim Tingkat peftama sudah tepat da.n ber.lar, karenanya
segala alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan
dijadikan pertimbangannya sendlri oleh pengadilan Tinggi dafam
memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat dimana didalam Memori Banding tersebut
tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan pengadilan

Tinjauan yuridis..., Angelina, FHUI, 2012



Negeri Jakarta pusat

260 / P dt.ct2OOtJpN. J ld. pst.

harus dikuatkan ;

tanggaf 14 Apr i l  2003 No.
ofeh karenanya putusan a quo tersebut

Menimbang, bahun oleh karena pembanding
berada dipihak yar;g kalah nraka ia dihukunr pula
perkara dalam kedua tinglcat peradilan ;

semula Tergugat
membayar biaya

Memperhatil<an undang-urdang No. 20 tahu' 1g4z dan pasaF
pasal lain daripemturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

IU €l! l j3 p lLl:

Menerima permohcnan banding dari Pembanding semula
Tergugat tersebut;
Menguatkan putusan
14 Aprit 2003

Pengacii lan Negeri Jakarta pusat tanggal
No. 260/pdt.c/2002/pN.Jkt.pst. yang

ohonkan banding;

engh0kunr penrbanding semula Tergugat ulrtuk nrembayar
ya perkara dalam kedua Tilrgkat peradilan. yang dalanr

{reradilan tingkat bancri 'g sebesar Rp 150.000,- iseratus
lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianrah diputus daram rapat permusyawaratan Majeris Hakim
Pengadila' Tinfgi Jakarta, pada hari : S E L A S A, tanggal 3
Agustus 2004, oreh kami : Ny. HJ. HARlnrf, sH. Hakim Ti'ggi
Pengaditatr Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis.
sRr HANDOJO' 

-SH. dan R. JOEDIJ'NO, SH. Hakim-Hakim Tilrggi
Pengadifan Tinggi Jakarta, masing-masing seraku Hakim Anggota,
yang berdasarkan surat penetapan Ketua pengadifan Tinggi Jakarta
tanggat 10 Juni 2004 No. 149rpert2a0q130/pdt/2004/pr.DKf. terah
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiri perkara i'i daram peradifan
tingkat banding, dan putusan mana diucapkan oreh Hakirn Ketua Majeris
tersebut daram siding terbuka untuk umrm pada hari itu juga,

dengan., . . . . .

\
J \';trir@

kw
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dengan didampirigi oleh F{akim-Hakim

NY. NURHAYATI, SH. Panitera Penggaltt i

tersebut, a[<al1 tetapi t idak cl ihacl ir i  olelt

berperkara.

HAKIM-IIAKIM ANGGOTA,

Aggota tersebut serta

pada Pengadi lan l - inggt

i iedua belah Pihak Yang

. NY. HJ, HARTATI, SH.
\

PA|.,IITERA PENGGANTI

I .JY.N-L'RHAYATI.SH.

\^ '*-ouruA MAJELts,

/ ' , . /
\ s(t nnffoolo, sn- - - - - - - - - - - - - - - -_

lt

ir

I{
i

Pefincian Biava Bandinq :

l .Materei

2. Redaksi

3. Biaya Administrasi Banding

4. Pemberkasan

JUMLAH

: Rp 6.000,-

:  Rp 3.000,-

:  Rp 75.000,-

: Rp 66.000.-

:  Rp 150.000,-

ftt'Q/ .<

ilr
'"1

$
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NOTARIs

SOETQMO RAMELAN. S.H.
F'EJABAT PEMBUAT.AKTA TANAH

JAKARTA

KANTOR , tefar'r KRAHAT RAYA 9g JAKARTA TEL. 56507

RUI4AH : JALAN C|PINANG CEMPEDAK lt  NOMoR 36

POLONTA -JATTNEGARA, TEL. 84057

AKTA

-PSRTKATA]$ JIIAI, SELT
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- FEHIKATAN JTJAI BiiT.r -

-Nonot t 22.-

-Pad,a hari tni, Senia tanggal enpat'belas Jul_i serl__

bu ;selobllan ratue hrJub. pulub 1iraa (ltp7-f g?r.--

-Hadllr di hadlapan saya, soETotto RAI{ELAIIr sarjana -j

Eu!tu!, I[otarLs tll Jekarta, &engaa..hadlirny& para 
-.

salisi yalrg ibiah aayef not&risi-- ke:as.l dal yan$ aka.n
i

a ini. ,--i"-
I. i -tilau EEI1AN bLn !AEJ.0Xr petan{, bertenpat ting_

Sal d.i Kabupaten Karauangr Kecamatan ped,esr De_

sa cibuaya, Karnpung x.eraJan, untur( sernentara be-

rad.a d.i Jekatta ;

-d.1 d.alas akta ini selaaJutnya juga d.isebut

plhak pertena/penJual

rr. -!qnn Dcctorandus rBrgNA sArra, suaste, bertempat

tiaggel d.i Jekarta, Cenpeka putih Barat xlffl no-

nor ]Or Rnkun fetangga OO9, Rulrun 'v{arga O6;_____

-ai airan alcta ini aelanJutuya akan d.isebut 3---

B

pthak ke duar/penbeli

-Para pengbaclap telah saya, notarib, kenat.

-PenEDad.ap pihak, perbada tenerangkan dengan i ni r te-

ra! nergikatkan dirtnya untuk nenJual kepada pengha-

da{ nthak he dual trang neDerangkan terah nenqikatkan

-sebid.ang. tanab'Fak nilik luasaya lina puJ-u[ _

enpat ribu dan tiga ratus meter persegi -- -
(.}4.rOO n2)., terletak dL[ dalen Daerah propinsi

Jawa-Barat, Kabrupaten Karasang, Necamatan pe-

d.es, Desa Cibruaya, lebih lanJut sebaEai dibu-lr_

tikan penLriJciurnya atas kekuatan sebelai serti-
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6O"t Pe.k uil ik, d esa Cibireya rronor 106, gan- 

|I
ber situasi ter*aogge-l a.eLapan JuIl gsrilu - ||  -  l ,serbilan ratns tuJuh putuh llna (U7-197r), 

I
noEor ; G.S. t+5Ag?5, terifulls.atas na'r.a pihak I

i l.pertana yeng aaellq;s telbh aipeitiUatken kepa- |
IIl : -  *^r . - - ! -  . .  I

: iia sajiaf Fctarlga e. i

LPerikatar Jual belL teraetnrt rnelunrt keterangnn para
i

pibak d.ilakukan d.engan harga satir Juta senbllar. ra-

tus ribu dan lina ratne mp!,ah (i11l.t.gOor5OOr--) -. i
nengenai barga penJue-Iaq mana neirunrt ketersngan pi-

hak pertama .telah d.iterima d.enEai penuh d.an cukup -

d-e.ri pihak ke dua, untuk penerinaan Junlab uang urF

na akta ini b6rlaku sebagai tand,a penerimaan/nrLtan-

sl yang sab., eelaajutnya d-eugan rnercakai syarat-6ya-

rei d.a.n JaaJi.'JanJL beri*rrt i n{ ! ---
I

Pasal 1.

-Dengan tialak roengurangt berlakuilya ketentrran-keten-

trran Fukun l,graria yang uengaturi t"trtrrng peraliJa?yr -
i

nenunt hularn. (Julidieche levenipg), ruulai hari ilei -
.apa yang d.lJua1 dengan alsta fn:, aiseralken secara e

ryata dl ilalan. kehrasaen d.aa penllikanaya penbeli -
oleh ptbek n9r+apq/_nenJual .

Pasa-L

(

-Segala keuntungan yatrg d.iperofe| Aan ratau kemgian -
: l

yqrg dlderlta dengennya :uulaL baii i_ni menJacfi ke-

I

I
I

I

untungan dan' tangg;ungauya pitretr lkeI ke Auq/Penbe1i. -
I

-Segala 
bebanr.'bebFn atas'faneh si'rfai hari lrri ps11-

jadi beban {ag,, taaggrragannya piUlf 'pertana,/penJual,-

den eeJ-rinJutnya. meniadi beben dan peu,baya3ernnya pi-

bek ke dulrr/penbe1i.
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: Pasal ,.

-Den6a! tel ah clitu:raika:urJfa penba,verran lu.nas d.ari

harga peujus.lehnya oleb pib.uk ke Cuar/panbeli kepa-

dla pihak pertama,/penJual, ktnrsus roenBenai periLat-

an jual beli ini antara Para pihak telah di-buat -

periiitirngan -3€letrgXiapnye.. sehLnsga f bala ual:tar d.Lleng-

sir:r6lla-r:rya akti"jo"1-bulinya d.i badapan ?ejabat 
- 

:

ya-ir6 bcrwenan; trdak akan d.i'ouat sesustu perhibu-ag:

an atau peobaya:an lagi atas d.asar apapun dan ber"f"-

pnn Junl altnya'.

-  Pasa1 .4.

-Pelaksaneen Jual-belinya seba6ai diharuskgn as31r-

mt Peraturan Pernerintah tahrn seribu eenbilan rec

gus'enrrn grluh satu, norcor 10, akaa dibuat d.i ha--

clapan Pejabat Penbua.t. .0,kta Tana-h yaug bentenan8r -

paili uak'bu Ja:xg kenudj.aa ek+n d.itetapkar sendiri -

ol eh-pi.bak - ke - dlu qlpembe]. i.

Fasa]. 5.

-Plhak pertanar/penJual nengi!:atkan k.:pud.a p{Ual te-

Cuar/penbel!.1 untuk seneaJak djl angsungkinnya akta -

ful 'Haak neafuaL atar Cengan cara lain nerdnda! -

tanSankaa, d.an/ataa nenbebani btdang tanah terse--

*t,d,engaa hak Janinanr' ataupm nengganggu pihak

ke dug,,/penbeli ctalern nenJalank'an hat-habrya atas

bidang tanah tensetnrt.

-$etiap perbuatan:'yelg bertentangan dengan apa yang

dlibinrskan &eEunrt aya$ d.i atasr', -tentang manR cu-

krry dibuktikar d.eagan terJad.i-nya peristih'e yang di-

larangl nenJad.ikari pihak pertama/penjual lalai Qnn ,-

neLahirkan kewajiban untulc-rengenbalikan di da-lan -

i

.t
I
t

. !

I
i
I:
i

t
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,tkeadaes 
se;,erti sebeluu terJad.inya

darr lalunya Ceaga+ tidak nen6urangi.

ke d.uarlper,beli rr:ltuk metrrr.nhrt gatrti

pela-uggar:rar satu'-

kewena^rge-a pihak -

kemgian jilca

ad.a. uiesen untrut itlr .

Fasal 6.

. I 
.-PenJuaJ. nenJarin peebeLl, baliwa me'g:e'ai .ape_r&ir.{ __

Cljualrya der,gaa akta i.aL, benarr_beDar ;
c.. ed.el r'h rlLlknya penjual sendiri, daa ha.nya

\

f
$

Le-r yang berhek unhrk nenJuar atau rneaiace.h

penJuat-

ta.ngan-
. ke'n ;-

r. l

f.l- tiea): berada d.eJeri per;-itai', sengketa atau d.ibe-Ir t

, I 
baoi.:d.en6an hak-hafc Janiacrn yang be:mpa apapun ;_

cc babsa ticlalr ada pLhat lain FanE ikrt nenpunyai -
[' : 

- --r ---3' -

I b"k aia' ren,punyai hak yaag rebih k'at atasnya

-d.an keresanya per,beLl d.ibebasknq oleh peajuel, ji_

ka ada tuntutan-tr:ntute.n nengenai haL-hal tersebut.-

-----€-4 -  _pagg-l  
7.

-Pihek ke.. dua/penbeli .dLberLkan kuasa d.enp;an lalr -
substitusL oleh pibalc'-pertena .,/peaJual, untuk 3-
8- u.elangnragkan.asa Jual-belinya d.i hadapan peja-

bat yang.bertenang, batk kepadi,a pthak ke dua seD-

clLrt ataupun pl.t-,'rr- rnJn yu,ry jrtudj't oreh pihak -
ke,d.ua eend.irir yrlitu utrk-r iaan atag na'a'plhak
pertaroa neaa-nd.e tangeni akta {ual-bel-lnya ss}s3s-

-.pa pinak pertana tid,ak d.apat hadlir d.i hadapen -
teJabai, teatang mana cukrry dibukti-kan clengnrl -
ti{ak hedl irriv'a pihak pertama cti. hadapan peJabat -
yanE ditunJr'lr oleh-r d.an pada e,"alctnr yang ditetap*

ken oleb pibak ke dua send.iri ;

-oe ws}ilt pthak pertarar/penjual

l
f

l
sebagai ' peuiJ.i tr r-
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/ta* seba6ai d.eail ian nelakulla.n segala tindahan ba-
/ I ,

ik 7an6 befsifat pengutllsan ataupun pea5.likan sela-
I

ma bidang tanah tersebut nasib tertulis d.i ata.s D.E-

na pihak pertarnar/penjual.

Fasal B.
t'--kuaEa*$ga*a Bepnrti d.iberi-kan dbngan ekta ini nempe-

--*--('
kar baglan yang pcai5;g 3cl s;:=lt sutlift aari perjan-

. tjian ioi, daa scbagai Ceaikian tiaak <lapat (iicabui. -

keabalj. pufa tidak aLa:r bere,rhir kere:ra sebatpsebab -

dan clasar-Ca.sar yani; nenurut huinun nengakhirkan sdsud.-

tu kuasa, lcarena te-ap: kua.se-lcrasa seperti te=sebut -

pdrJanJian ini juga tid.ek berlangsua€.

e--oi-  iasai l  .  9.

-Segc.la biaya-biaye y?ng berbubunsan d.en6an per$anjia:a

lai, te::urasuk biaya dari akta ini clan balik narnanya d.i

atas Da:':anya pihal: !:e due, nenjad.i beban dan pernbayar-

aany6 pihek ke .duer/pelt e1i.

Pasal '1O.

-Para irihak nesiilih tentang bal iai dan segala aLibet-

ivar dcnikic:r irrrla aeageaai pelaksaaaanlya (gerechte--

LiJke ten uif,voer.leggins) tenpat kediaman hrkt:n yatg -

unun de;1 tidlet bdnrbah pad.a kantor penitera pengad.ileD

!{egeg5. dl Earaeang .

-Dari s€gala sesuatu Ya!6 telah diset'uikaa di aiasr-

naka d.ihratla! ,

AKT.O INI.

bagai yaug ielah

Jel<arta pada bari-r dan tanggal se-

disebutkor pada bagian penmrlaa:r ciari

heClirnya firslFfiran Ruknana dqn

t

-DiJ.en6Eungkero di

-a.kta ini, Csnpian
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z_ffonarud.in, ke dua4ya !,e6av.ai $otarLs darr berteupau -
tiuggat d.i Aakarta eebagai pera eaLsi.

-Akta iei setelah sayar l{otaris, tiacak_an reparia _
para pengbad.ap daa para saksi, naka d.e'gan seketirra

ditaada tacgani oleh para penghada!, para e&ksi dan -
5 Aj' ar FOtAli g.' J.----e:EseE?-e--i L r. _!- 1 s.

. .1" I

-Dibuat dengaa nemakai dua penrb*d, karbna

'  r1
I

{96 -

. l

coretpa dengen gantig't.

\44r,.1 
e,F;err.nJra' EelEn tcl_EEIrd.g te.n6a1

\ r l - i
-Diterbitk{a seba6a! ssJinan.-

SOETOMO RAIIIEFTN S.H.

; l
' l
: l

l '

,4:R

Dlrbarte
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NOTARIS
"':" -SOETOI{O RP.I..,!ELAN, S.H.

.. "?SJABAT. PE}IBUAT AKTA TANAH

JAKARTA

I

KANTOR: JALAN KRAI' i .AT RAYA 98 JAKARTA TEL. 56507

RUI TAH : JALAN C|FINANG CEI.IPEDAK lt NoHOR 16

POLONIA -JAnNEGARA, TEL. 810s7

AKTA

ffi
I
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-KIrAsa tuAS_

-''--l . -Nonor i  2r . -

-pada hari ini, Senin tanggal enpat belas JuIi seri__
bu senbilan ratus tuJuh truIuh 1ima (14_Z_19 ?5).______
-Iiad,rir d.i hedapaa aaya, soE[o]Io Rl],IExaI{r sarjFna Eu_

..k", .rvotaris d'i ga1sa6", dengan hacrirnys, para saksi. .
yang telah salrar' l{ots.ris, kenal d.an yang. a.k'a dise__
butkan pad.a bagian penutmp darr ekta ini :

' 
I 

-Ot"o ERI{IN bin IAffAN, petani, berterqrat
tinggal di rab'upaten Karawang, Kecarnatan pe__

-'. - --- 
i 

des, desa cibuayar Kanpunn Kerajan, rratark se-
, 

I 
rnentera berad.a d.i Jakarta ;_______i

' I -di dalaq akta iui se!-anJutnya Juga d.iseb't:-I
. I n pemberi lnrasa r! ______

l-PeDghad.ap 
yang telah aaya, $otaris, kenel mellereng__

l*"" 
dengan ini nenberikan knasa d.engan hak substitusi

lkepad.a ! --r--

-truan Doctorandus mtSI[A SAIYA, swasta, bertem_
frat tl leeall di tslartb, Cempa.ka pptih Xr11 r Do_
rnor ]or Er'oo9,/o6r selanJutnya Juga aken dise--
but n penegang lnrasa n.

-b-4 - f'S f f }1[.E W A ! _Ek-_____

nmewalcili pbrnberi tmasa selaku pernilik d.ari3____

-eebid'ang tanah, luasnya lina puluh enpat ribtr
dan tlga ratue meter persegi (yr.IOO n2), ter*__
letak d.l d.alan Daera! propiasi Jawa Barat, ____
Kabnrpaten Karanang; Kecanatan pedes, d.esa Ci__

)
I

t

I
I

f -uatue
I
I

g

buaya

pnnf,g

r- lebi.h lanJut sebagal aibuktikan pemiLik-'
atas keluatan sehelaL eertipiJcat Eak ili__

likr deea Cibuaya nonot3 106, ganbar situasi
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I

-/./
./. 

;tertanggal delapan Juli seribu eenbilan retrrs
I

tujuh pulub 1ina (*?iJ.g?r) nonor G.S.4r/lg?
tertulis atas rralla .'pernberi kuasar yaDg aseli:

telab riiperlihe.tket kepad.a saya, Notaris; ___,

-d.an .sehubunBan derigan itu yang d.ikuasakas berhe.k -.
dan berwerstg'nelalnrkaa segeli ttnd.ak&a llxusnr, iiraup.l

'tia4akan pen'i,iike-8. d.i':ianapun can terhad.ap siapapun

selarrjutnya lie!,jalenlran /uengerjalcan sega.J_a sesuatu .

yang rrp€mberi. krrasas -selaku penirik sekarang d.an d.i.

kenudian ba-ni berhalc d.a. berwenahg nelalnrkan/menger;

lnnrya1 s-Etara lai-a 3

-uenJualr/aerninc.ah'tangnnlran, termastrlc meJ.epaskara d.ar

mengbibahkan, Eenyereskan, nenghipotjlckan atau nenbq

badi d.engen ba&-balr'-Janinan urrtuk roenjamin penbayari

lunas sesuatu hutang terhad.ap. siapapun Juga denga;r -
h.arga, syarat-sybrat d.aa perJanjiaa-perjanjian ya:rg

----,'- -'---';di^anggap--boik-o1'eb-yang dikuapakan sead.iri, nenjua1
' lI '

,  - !  |  r
. i -i - : i lkepada 

peDegang lnrasa eend.:lrii naupua oranig lainrmene
| l l - i

i  i  l -{*- - ,-* -^-r.^- |
, i i I ftP" d'an nemberikan tanda pen'i;rinaaF DeDgeaai harga

I

i

I
I

' l

I
I

.. t i j I Fina d'an nemberikan tanda peni;rinaaF DeDgeaai harga
i f l
i i 

lrenJuaren/ganti kenrgitnnya, irtau uan6 sewanJra, ineny' ! i

i i l ;
i j  l - . , r - r - - -

----ri- - f fq}'lraa apa yang d.iJualnya/dalppaskan d.alan perniJ-iJcaa,
i  i  l - - -  r^*! .^ ! :  .  - !^--  .  i-. ---i-i - : I nya penbeli ' atau.-.yraag. menerimp penind.ahan/pelepasa:r

' .  i  I  I
: i  I  |  

-----,i: i lrnenbanttr balilr aamanJra ai atal lrana penbeli y'yg;g1s rel. ; .  
'' | i  I  !

' '' i Inerima penind.ah tangssennX&' fenohonkan d.an menerima
. . . ;

: ' l l
--' . i lidzln-ictzin 

yang d.iperlukan, ;elanjutnya mengerjakan
' i l ii lsegala sesuatu yang clianggap paik oLeh yang d.ikgaaakir t i
! '  : . '  Ii ' :. ' 

| .,. -- 
--- l ---

!  i  l - - - '  ' : r  I----' i f r lt"onp ad.a $ratu tii.ndakanpun y4!,g. dikecuat-iJ.*;--
i I, f-untuk keperLuan-keperluaa tersebut nenghadap d.i mane

I
--: ; 11 - lsaja, 

nenberikan keterai:.gan-t{terang?nr membuat, suru-:- ; { . " loodor 
rlr('Ilrur'r.-Irtirrr lleuerai:.$&Il-Kgtefeng?nr membuat, E

,r \ t  I

i r \enUuat'd-ar menand.a.tarigari sJga1a surat d.al akta,: - \
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'o

- - - - - : ' - -

c
o

b

serta surat-surat pemohons.n yang d.ianggap baik atau

diwaJibknn :menurut hulnrm i

-seLanJutnya dengan keteatuan babwa keuntungaa da-n/-

atau .kerlgia.n yang tinbul dlari tiudal<an-tind.hkan pe-

megang lnr,asa rnenJad.i bebaa d.an tanggungalrya ttpeme--

-gang -kur^san -smdi:t1 'darr b-ahwa d&fi nenjalankarr --i'g.

keluasadn-kekuasasn terse

jibkan untuk rnengind.ahkan

but -npenegang lmasan dliwa--

d.an melaksaaaken segal

peraturar yailg berlaku .

- eralchir pengbad.ap Eenernngkan babwa kuasa-kuaS& --

sepe:rti dliberikan d.engan ekta ini tid.ak d.apat d.ica--

tmt ,keurbalt bai.k sebagian atau seluruhnya, pula ti--
:

d.ak lakan berekhir karena sebab-sebab d.an d.asa*-d.asar

yan6 ygpunrt .hulrun .qtau kebiasaan EenBakhirkan sesua-

tu liuasa, karena mengenai }uasa-kuasa ters,etnrt teLa-h -

d.iadaken perhitungsn selengkapaya; pu-n trpemberi kuasarr

nengikatkan kepad.a trpenegpng lmasar untuk mengesahkn:n

tind.akan penegang kuasa berclasarkan kuasa-]nrasa yalg -

d.iberikan d.engan akta i-ni d.engaa ikatan menurut hukuro.

-?elah tunrt ha&lir d.i had.apnzr Bdf,Br Notaris dan pa-

ra salcsi tuan Doctorandlus KRISNA SATTA tersebut yang -

telah saya, Notarisr kenal yang Denerangkan telab ----

nengeialnri d.an menerina knaea-lmasa sebagai d.isebut---

kall d.L dalan akta iai.

-Dari segala sesuatar yaDg telah disebutkan d.i atasr---

mAka d.lbUatlah t-1-*---------ff

A KTA rN r .

-Dilangsungkan d.i takarta pad.a hari d.an
I

bagai yang tel ah d.isetmtkan pad.a bagi.an

tanggal-r s€--

pe:mulaan d.a--

Ituknana dan -ri akta ini, d.eagan hadlirn/a tuan-tuan
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F*' t. ,

I.4"Konarud.in, ke duanya pegawal Notaris daa berf,6mFe,t,

-tinggal d.i Jakarta, sebagai para saksi. :_____

-Akta ini setelah saya, Notarisr baeakon kepad.a pata
penghad.ap dan Bara'saksi, maka deugan seketika d.itan-

d'a tangani oLeh para penghadap, pa,"e sa.ksi d.aa sayar-
! - - ! - -J 

-l l t ,VAl.bo.

-nlbuit d.engan memakai dua'pertrbaban, karena satu ---
coretel dengnn gnhrie!. Aan sapu ianbahan. -___

'-.A-kta .aseliilya terah d.itanda tangani sec,krrpoya. ----

K.t

Not:ris dae PPAT
Dir l iar t  e

e

i

. l
- r l -  - '  - - - t

t t l
t l
l l  I
| , I

i : l  l .
l l  r
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